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ABSTRAK 

Zakat Core Principle (ZCP) adalah standarisasi pengukuran pengelolaan 

zakat yang berisi 18 prinsip yang mengatur 6 aspek pengelolaan zakat yaitu  

Fondasi hukum, Pengawasan zakat, Tata Kelola Zakat, Fungsi Perantara, 

Manajemen Resiko dan Tata Kelola Syariah. Tujuannya untuk dapat 

meningkatken kualitas yang lebih baik pada manajemen pengelolaan zakat 

menjadi lebih efektif dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh 

belahan dunia. Maka dari itu, perlu adanya perhatian lebih terhadap tata kelola 

yang ada di Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) yang 

dilakukan di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dengan menggunakan pendekatan 

Kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan pada Tata kelola amil yang diterapkan 

berdasarkan pedoman Zakat Core Principle pada princsip ke- 8 yaitu Good Amil 

Governance sebagian besar sudah diterapkan namun ada beberapa kriteria yang 

perlu ditingkatkan. Implementasi ZCP prinsip ke- 10 Disbursement Management 

Pada pendistribusian zakat menunjukan efektivitas pendistribusian yang 

ditunjukan dengan dua kategoti yakni rata rata Disbursement Collection to Ratio 

(DCR) pada tiga tahun terakhir menunjukan DCR pada angka 90% hal ini berarti 

LAZNAS Al-Irsyad purwokerto dalam hal rasio pendistribusian dikatakan sangat 

efektif. Kedua, Kecepatan distribusi pada kategori konsumtif dinyatakan  pada 

Program Santunan Dhuafa dilakukan setiap satu bulan sekali. Ini menunjukan 

bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada dengan 

cepat. Dan pada program produktif dinyatakan baik dan cepat. 

 

Kata Kunci : Zakat, Tata kelola Amil, Distribusi Dana Zakat, Zakat Core 

Principle, Disbursement Management, Good Amil Governance 
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ABSTRACT 

Zakat Core Principle (ZCP) is a standardized measurement of zakat 

management which contains 18 principles that regulate 6 aspects of zakat 

management, namely legal foundations, zakat supervision, zakat governance, 

intermediary functions, risk management and sharia governance. The aim is to 

improve the quality of zakat management to be more effective in an effort to 

improve welfare in all parts of the world. Therefore, there needs to be more 

attention to the existing governance in the Zakat Management Organization (OPZ) 

This research is field research conducted at LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto using a qualitative approach. Data collection methods were carried 

out by interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis 

techniques used include data reduction, data presentation and drawing 

conclusions. 

The results of this research show that the amil governance implemented 

based on the Zakat Core Principle guidelines in the 8th principle, namely Good 

Amil Governance, has largely been implemented, but there are several criteria that 

need to be improved. Implementation of the 10th ZCP principle of Disbursement 

Management in the distribution of zakat shows the effectiveness of distribution 

which is shown in two categories, namely the average Disbursement Collection to 

Ratio (DCR) in the last three years shows DCR at 90%, this means LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto in terms of ratio distribution is said to be very effective. 

Second, the speed of distribution in the consumptive category is stated in the 

Dhuafa Compensation Program which is carried out once a month. This shows 

that LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto distributes zakat funds quickly. And the 

productive program is stated to be good and fast. 

Keywords: Zakat, Amil Governance, Zakat Fund Distribution, Zakat Core 

Principle, Disbursement Management, Good Amil Governance  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan salah satu rukun islam, di mana umat Muslim 

yang sudah memenuhi nishab diwajibkan untuk menyerahkan sebagian 

dari harta mereka kepada yang berhak menerima zakat (mustahiq). Fungsi 

utama dari zakat salah satunya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, 

untuk menjalankan fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan 

kemiskinan maka perlu adanya organisasi pengelola zakat. Di Indonesia 

pengelolaan zakat sudah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk lembaga yang 

melakukan proses pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

atau disingkat BAZNAS. Pada pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 2011 

menyebutkan bahwa tugas dari BAZNAS yakni melakukan perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam pengumpulan, 

pengelolaan dan pendistribusian zakat. Dalam pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS dibantu oleh 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana 

disebutkan pada pasal 17. Kedua institusi ini disebut sebagai Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ).  

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tanggung jawab 

mengumpulkan dana zakat dan kemudian membaginya kepada orang-

orang tertentu yang disebut mustahiq, hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an 

dalam surah At-Taubah ayat 60. Menurut ayat tersebut, zakat hanya dapat 

diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam delapan golongan 

asnaf: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab atau budak, gharim atau orang 

yang berutang, ibnu sabil atau orang yang pergi, dan fi sabilillah atau 

relawan yang menegakan perintah Allah. 1/8, atau 12,5 persen, dari dana 

zakat dapat diterima oleh setiap golongan asnaf. Delapan kelompok asnaf 

menerima pembagian zakat, menunjukan bagaimana zakat membantu 
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mereka yang tidak mampu mengatasi kemiskinan dan memajukan 

kehidupan (Rindjani & Hadi, 2022). 

BAZNAS dan LAZ hanya dapat mendistribusikan dana zakat 

kepada 8 golongan mustahiq seperti yang disebutkan dalam surah At-

Taubah ayat 60. Zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan 

produktif. Zakat konsumtif memberikan bantuan kepada mustahiq secara 

langsung dan bersifat sementara. Sedangkan, zakat produktif adalah zakat 

dimana harta atau dana zakat yang di salurkan kepada mustahik tidak 

langsung dihabiskan akan tetapi harta tersebut dikembanglan dalam bentuk 

usaha, sehingga dengan bantuan berupa usaha tersebut mustahiq dapat 

memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif dapat 

diartikan sebgai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas 

sumber daya umat islam (Hadi & Thuba, 2019). 

Zakat dapat diberikan dalam dua jenis yaitu : yang pertama zakat 

konsumtif, zakat konsumtif akan memberikan secara langsung dana zakat 

kepada mustahi sehingga hal itu akan bersifat sementara. Yang kedua 

yaitu zakat produktif, di sisi lain, adalah jenis zakat ini bersifat produktif 

dimana dana zakat yang dihimpun tidak  diserahkan langsung kepada 

mustahiq dan secara lngsung dihabiskan, tetapi digunakan untuk 

mengembangkan sesuatu yang bersifat produktif seperti diberikan usaha, 

memungkinkan mustahiq untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka hidup 

secara konsisten, meningkatkan derajat musyahadah mereka (Nawawi, 

2010). 

Akan sulit untuk mewujudkan zakat sebagai instrumen untuk 

mengatasi kemiskinan ketika zakat diberikan secara langsung kepada 

mustahiq, sebaliknya jika zakat dikelola melalui Organisasi Pengelola 

Zakat (OPZ) maka akan menjadi lebih maksimal. Beberapa keuntungan 

apabila zakat dikelola melaui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) 

diantaranya, menjamin kepastian muzakki membayarkan zakatnya, 

mencapai efisiensi, efektifitas, serta tepat sasaran dalam 

pendistribusiannya. 
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Salah satu tantangan pengelolaan dana zakat di Indonesia adalah 

kepercayaan masyarakat yang masih kurang terhadap Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ). Oleh karenanya, masyarakat akhirnya cenderung 

memberikan dana zakatnya langsung kepada mustahiq daripada melalui 

OPZ. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap OPZ terjadi 

dikarenakan tidak adanya standar profesionalisme yang baku sebagai alat 

ukur standarisasi bagi OPZ di Indonesia (Afiyana dkk, 2019). 

Pada sisi lain, menurut Alam (2018) kurangnya sinergi antara 

ketiga stakeholder yaitu regulator, terutama oleh pemerintah, Organisasi 

Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pihak pengelola dan Masyarakat sebagai 

muzakki, juga menjadi penyebab kurangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap profesionalisme OPZ. Hal itu berakibat pada rendahnya 

efektifitas program pendayagunaan, akibat dari kurangnya sinergi antar 

stakeholder dan Zakat didistribusikan secara konvensional hanya untuk 

kebutuhan konsumtif masyarakat (Alam, 2018). 

Salah satu masalah terbesar bagi organisasi yang mengelola zakat 

adalah mendistribusikan dana zakat secara tepat sasaran dan sesuai dengan 

tujuan mereka. Target tepat adalah menyalurkan dana zakat hanyalah 

kepada mustahiq, sementara tepat guna adalah ketika dana zakat 

didistribusikan untuk memerangi tingkat kemiskinan. BAZNAS dan LAZ 

sama-sama bertanggung jawab untuk menghasilkan penyaluran dana zakat 

yang efisien. Karena keberhasian zakat bergantung pada pemanfaatannya, 

distribusi dana zakat yang efektif akan menjadikannya tepat guna dan tepat 

sasaran (Kementrian Agama RI, 2015: 88). 

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar menyalurkan 

zakatnya melalui OPZ maka perlu adanya standar pengukuran 

profesionalitas pengelolaan zakat untuk menciptakan OPZ yang 

profesional dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk 

mengelola dana zakat dari mereka. 

Untuk menyelesaikan masalah ini, maka pada tahun 2016 

diperkenalkannya standarisasi pengukuran pengelolaan zakat yaitu Zakat 
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Core Principle (ZCP) yang pertama kali di perkenalkan pada forum 

“World Humanitarian Summit of United Nations” atau forum 

kemanusiaan PBB yang dilaksanakan di instanbul Turki. Tujuan dari 

diperkenalkannya ZCP ini untuk dapat meningkatken kualitas lebih baik 

pada manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dalam upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Dalam upaya 

mendukung penerapannya prinsip prinsip pengelolaan zakat diatur secara 

spesifik seuai dengan kondisi di setiap negara (BI & P3EI-FE UII, 2016). 

Landasan hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, peran 

intermediasi, manajemen risiko, dan kesesuaian syariah merupakan enam 

bidang penyelenggaraan zakat yang diatur oleh 18 prinsip yang 

membentuk Zakat Core Principle (ZCP). Kontribusi Indonesia dalam 

menetapkan pedoman perbaikan tata kelola zakat adalah ZCP sendiri. 

Bersama dengan BAZNAS, islamic development bank, islamic research, 

dan sebelas negara peserta Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Kuwait, 

Yordania, Indonesia, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, dan Brunei 

Darussalam. Bank Indonesia mengembangkan pedoman ini (BAZNAS & 

BI, 2016). 

Tabel 1.1 

Zakat Core Princple 

Kode Kata kunci Aspek yang 

diatur 

ZCP 1 

 

Objective, Independence and power 

 (Tujuan, kemandirian, dan wewenang) 

Fondasi Hukum 

 

ZCP 2 

 

Permissible activities 

(Kegiatan yang Diizinkan) 

ZCP 3 

 

Licensing criteria 

(Kriteria Perizinan) 

ZCP 4 

 

Zakat supervisory approach 

(Pendekatan Pengawasan) 

Pengawasan 

Zakat 

 ZCP 5 

 

Zakat supervisory techniques and tools 

(Teknik dan Alat Pengawasan) 

ZCP 6 

 

Zakat supervisory reporting 

(Pelaporan Pengawasan) 

ZCP 7 

 

Creative and sanctioning powers of 

akat supervisor 

(Wewenang pengawas zakat 

Tata Kelola 

Zakat 
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untuk melakukan koreksi dan 

memberikan sanksi) 

ZCP 8 

 

Good Amil governance 

(Tata Kelola yang Baik untuk Amil) 

ZCP 9 

 

Collection Management 

(Pengelolaan pengumpulan) 

Fungsi 

Perantara 

 ZCP 10 

 

Disbursement Management 

(Pengelolaan Penyaluran) 

ZCP 11 

 

Country and transfer risk 

(Risiko negara dan transfer) 

Manajemen 

Resiko 

ZCP 12 

 

Reputation and muzakki risk 

(Risiko Reputasi dan 

Tidak Adanya Kepercayaan) 

ZCP 13 

 

Disbursement Risk 

(Risiko Alokasi) 

ZCP 14 

 

Operational Risk 

(Risiko operasional) 

ZCP 15 

 

Sharia control and internal audit 

(Pengelolaan pengumpulan) 

Tata Kelola 

Syariah 

ZCP 16 

 

Financial reporting and external audit 

(Pelaporan keuangan dan audit 

eksternal) 

ZCP 17 

 

Disclouser and transparancy 

(Pengungkapan dan transparansi) 

 

ZCP 18 

 

Abuse of zakat services 

(Penyalahgunaan jasa zakat) 

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision 

(BAZNAS & BI, 2016) 

 

Penelitian ini mencoba mengkaji implementasi Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat yang baik berdasarkan Zakat Core 

Principle. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Zakat core 

Principle (ZCP) pada prinsip ke- 8 yaitu Good Amil governance atau tata 

kelola amil yang baik. Terdapat lima kriteria utama yang harus dipenuhi 

oleh lembaga zakat yaitu ; kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan 

pengendalian, pengetahuan tentang pengelolaan zakat dan tanggung jawab 

pengurus lembaga zakat (BAZNAS & BI, 2016). 

Selanjutnya, Zakat Core Principle (ZCP) pada prinsip ke-10, 

Disbursement Management  juga digunakan sebagai pendekatan di 

penelitian ini. Ada dua indikator utama dalam mengukur seberapa efektif 
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penyaluran dana zakat. Yang pertama adalah Disbursement Collection to 

Ratio (DCR), atau Rasio Pengumpulan Dana, yang merupakan rasio 

perbandingan antara total dana yang didistribusikan dan total dana yang 

dihimpun. Jumlah rasio ditampilkan dalam lima kategori presentase : lebih 

dari 90% (sangat efektif), 70-89% (efektif), 50-69% (cukup efektif), 20-

49% (kurang efektif), dan <20% (sangat kurang). Kedua, untuk 

mengetahui seberapa efektif waktu penyaluran dana zakat berdasarkan 

persyaratan syariah, seluruh dana zakat yang sudah terhimpun harus 

diserahkan secepatnya. Dua kategori dana zakat dibedakan menjadi 

konsumtif dan produktif. Kategori konsumtif memiliki kecepatan 

distribusi yang berbeda: <3 bulan (Cepat), 3-6 bulan (Bagus), 6-9 bulan 

(Adil), 9-12 bulan (Lambat), >12 Bulan (sangat lambat). Sedangakn 

kategori produktif ; <6 bulan (Cepat), 6-12 bulan (bagus), >12 Bulan 

(Adil) (BAZNAS & BI, 2016). 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lukmad 

Hamdani, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung (2019) menunjukkan 

di BAZNAS tingkat daerah di provinsi Sumatra Utara ZCP belum 

diterapkan secara menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa tidak cukup 

informasi dan sosialisasi tentang ZCP. BAZNAS juga harus memiliki 

otoritas syariah dan menjadi lebih transparan dalam setiap laporan. Untuk 

mencapai tujuan utamanya, ZCP harus diterapkan; BAZNAS harus 

memiliki kemandirian seacara formal dan finansial dan harus ada 

sosialisasi dan edukasi secara terus menerus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartomi Maulana dan Muhammad 

Zuhri (2020) yang dilakukan di LAZ Nurul Hayat Surakarta menjelaskan 

bahwa pendapat yang dipaparkan oleh para responden terkait pengawasan, 

sistem, tata kelola, dan manajemen yang mereka jalankan di lembaga 

tersebut langsung diawasi dan dipantau oleh pihak pengawas pusat . Hal 

ini menunjukan Zakat Core Principle (ZCP) pada prinsip Good Amil 

Governance  sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada 
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walaupun secara teori sebagian besar dari amil tidak mengetahui tentang 

ZCP maupun Good Amil Governance.  

Pada sisi lain, menurut Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini 

(2020) menyatakan, berdasarkan ZCP tingkat efektivitas penyaluran 

selama 18 tahun beroperasi sebesar 90% (sembilan puluh persen). Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyaluran ZIS dan DSKL 

BAZNAS selama 18 tahun berada pada kategori Sangat Efektif dimana 

Alocation to Collection Ratio (ACR) mencapai ≥ 90 persen. Ayudhia 

Yuliasih, Juliana dan Risda Rosida (2021) juga menyatakan bahwa 

penerapan ZCP pada keempat BAZNAS yaitu BAZNAS Kota Cirebon, 

BAZNAS Kabupaten Kuningan, BAZNAS Kabupaten Indramayu dan 

BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah menerapkan ZCP dengan baik. 

Pendistribusian dana zakat dan pendayagunaan dana zakat kepada 

masyarakat sudah sangat baik, Peraturan tegas terkait wajib zakat dan 

penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah bagus. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Safinal dan Riyaldi, 2021)  

penerapan Zakat Core Principles dalam pendistribusian zakat di Baitul 

Mal Kota (BMK) Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada 

mustahik, penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian 

zakat berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah 

mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam menentukan distribusi 

zakat kepada mustahik dan area distribusinya. Kinerja distribusi 

didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti Zakat. Penyaluran dana 

zakat dilakukan dalam 3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam 

kategori efektif (DCR) melebihi 90% (termasuk kategori baik) 

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat 

secara nasional. Dalam pelaksanaannya BAZNAS dibantu oleh Lembaga 
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Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat untuk melaksanakan 

tugasnya. 

Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto mendirikan 

LAZNAS Al-Irsyad dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat 

dalam bidang sosial humaniora, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. 

LAZNAS Al-Irsyad bergerak dalam penghimpunan zakat, infak, dan 

shodaqoh. LAZNAS Al-Irsyad menerima dan mengelola dana berupa 

zakat, infaq dan Sedekah yang akan di distribusikan melalui program 

pendidikan, dakwah dan kesehatan. Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

tingkat kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari KAKANWIL 

KEMENAG Provinsi Jawa Tengah No.4132/KW.11.7/4/BA.03.2/06/2017, 

salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Purwokerto telah 

diberikan status hukum oleh pemerintah, maka perlu adanya pengukuran 

standar profesionalitas pengelolaan zakat untuk menciptakan OPZ yang 

profesional dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk 

mengelola dana zakat dari mereka. 

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran zakat di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dari tahun 2021 sampai tahun 2023 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel 1.2  

Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di  

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Tahun Penghimpunan Penyaluran 

1. 2021 Rp. 771.811.459 Rp. 635.881.979 

2. 2022 Rp. 1.074.359.027 Rp. 1.077.692.718 

3. 2023 Rp  974.255.205  Rp  907.003.501  

 Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

LAZNAS Al Irsyad Purwokerto menjadi entitas yang menaruh 

perhatian mendalam pada pemberdayaan kemanusiaan yang universal. 

Melalui divisi program pentasyarufan, LAZNAS Al Irsyad Purwokerto 

semakin meneguhkan pendayagunaan dana ZIS secara syar’i, efisien, 

efektif, dan produktif. Beberapa program pentasyarufan yang dilakukan 

dalam memberdayakan masyarakat dhuafa terbagi atas 4 program inti, 
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yaitu program dakwah, pogram sosial kemanusiaan, program pendidikan 

dan program kesehatan. 

Tabel 1.3 

Program pendistribusian 

No Program pendistribusian Nama Program 

1. Program Dakwah 

1) Desa Gemilang 

2) PG TPQ (Pendidikian 

Guru TPQ) 

3) Ramadhan Mubarak 

4) Qurban Mubarak 

2. Program sosial kemanuisaan 

1) Bedah Rumah 

2) Sedekah Air 

3) Yatim Gemilang 

4) Senyum Janda 

3. Program Pendidikan 

1) Beasiswa OTA 

(Orang Tua Asuh) 

2) Beasiswa 3G (3 

Gemilang) 

3) Beasiswa untuk 

Yatim 

4) Beastudi cendekia 

Mafaza (BCM) 

4. Program Kesehatan 

1) Internal (Klinik 

Mafaza) 

2) Eksternal  

 Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Dari beberapa penjalasan di atas maka diperlukannya perhatian 

lebih terhadap tata kelola yang ada pada lembaga amil zakat, apakah 

lembaga amil zakat (LAZ) sudah menerapkan Zakat Core Principle (ZCP) 

sebagai standar pengukuran profesionalitas pengelolaan zakat untuk 

menciptakan LAZ yang profesional dan dapat memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat untuk mengelola dana zakat dari mereka. Dengan 

penerapan ZCP dapat meningkatkan profesionalitas LAZ sehingga, tujuan 

dibentuknya LAZ dapat memkasimalkan potensi zakat dan secara tidak 

langsung berimplikasi pada pengentasan kemiskinan. 

Dari uraian di atas maka disini perlu adanya penelitian terkait 

pengelolaan zakat yang sesuai dengan standar profesionalitas yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menganalisis 
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implementasi Zakat Core Principle (ZCP) Khususnya Pada prinsip ke-8 

yaitu Good Amil Governance dan pada prinsip ke- 10 yaitu Disbursement 

Management dengan judul  “Analisis Implementasi Zakat Core 

Principle (ZCP) Pada Tata Kelola dan Efektivitas Pendistribusian 

zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto”. 

B. Definisi Operasional 

1. Analisis 

Analisis adalah pekerjaan yang tidak mudah, memerlukan usaha. 

Analisis memerlukan daya kreativitas serta kemampuan intelektual 

yang mencukupi. Belum ada cara yang khusus yang dapat ditiru untuk 

menganalisis, hal ini membuat peneliti harus menemukan sendiri 

metode yang dirasa cocok dengan penelitian yang akan dilakukan 

(Sugiyono, 2018: 319). 

2. Implementasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan implementasi 

sebagai perbuatan melaksanakan atau memanfaatkan. Suatu kebijakan 

harus dilaksanakan agar dapat menghasilkan implementasi kebijakan 

yang efektif. Implementasi adalah proses melaksanakan rencana untuk 

mencapai tujuan tertentu. Mulyadi (2015) mendefinisikan 

implementasi sebagai serangkaian langkah yang dilakukan untuk 

melaksanakan tujuan suatu keputusan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mencapai penyesuaian besar atau kecil sesuai dengan perubahan yang 

telah diputuskan sebelumnya dengan menerjemahkan keputusan 

tersebut ke dalam pola operasional. Implementasi pada dasarnya 

adalah proses menentukan apa yang terjadi ketika suatu program 

dijalankan. 

Jelas dari berbagai sudut pandang yang dikemukakan di atas bahwa 

proses organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan dan 

programnya adalah apa yang dimaksud dengan implementasi. 

3. Zakat Core Principle (ZCP) 
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Zakat Core Principle (ZCP) merupakan standarisasi pengukuran 

pengelolaan zakat Secara garis besar, ZCP berisi 18 prinsip inti yang 

membahas tentang efisiensi zakat. Struktur dari ZCP yang 

dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok. Dari 18 

prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. 

Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan 

fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. 

Sementara peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi 

pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 

sampai 18 (BAZNAS & BI, 2016). 

4. Tata kelola zakat 

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa tata kelola zakat 

adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam 

pengumpulan penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tata kelola 

merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan, 

mengendalikan serta mengawasi dalam pengelolaan sumber daya yang 

dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan 

produktif berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntanbilitas, 

pertanggungjawaban, independensi dan keadilan dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Susilowati et al., 2018). 

5. Efektivitas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif 

berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan 

yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan 

pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Sementara itu, Hisayat 

mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target telah tercapai, yang mana semakin besar 

presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat 

efektifitasnya (sucahyowati, 2010). 

6. Pendistribusian Zakat  
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Distribusi zakat adalah penyaluran dana zakat kepada para 

golongan asnaf atau mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat 

(mustahiq). 

Pendistribusian zakat menurut Mukhlisin (2009) adalah proses 

pengalokasian dana zakat dari orang yang mengeluarkannya (Muzakki) 

kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahiq) agar berhasil 

mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Distribusi zakat bersifat 

efisien dan konsumtif. 

C. Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat 

Core Principle (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto? 

2. Bagaimana penerapan ZCP poin 10 Disbursement Mangement dalam 

menghitung efektivitas pendistribusian zakat di LAZNAS Al- Irsyad 

Purwokerto? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implementasi Good Amil Governance berdasarkan 

Zakat Core Principle (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto. 

2. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat berdasarkan ZCP 

poin 10 Disbursement Mangement di LAZNAS Al- Irsyad Purwokerto 

Adapun harapan dari penelitian ini dapat memiliki manfaat yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dalam bidang filantropi Islam khususnya zakat, pada 

mahasiswa, pembaca tentang penerapan ZCP pada lembaga zakat serta 

bahan rujukan penelitian yang akan datang pada kajian yang sama 

namun berbeda dalam ruang lingkupnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu menerapkan 

teori yang telah dibahas dalam perkuliahan ke dalam situasi dunia 

nyata dan memperluas pemahaman tentang filantropi Islam, 

khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat berdasarkan 

prinsip inti zakat. 

b. Bagi akademis 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan dan cara pandang mahasiswa serta menjadi sumber 

informasi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya dengan topik 

yang sama namun dengan fokus yang berbeda. 

c. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumbangan 

saran pemikiran dan informasi untuk membantu pihak lembaga 

dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

Menurut bahasa zakat berasal dari kata dasar (masdar) “zakah” (   

 yang bermakna berkah, berkembang dan suci. Sesuatu itu disebut)زكاة 

zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara 

itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang 

dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya 

adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul) 

dengan nilai tertentu dan sasaran tertentu (Sahroni, 2018: 2). 

Para ulama uhsuliyyin atau ulama ahli fiqh selalu membicarakan 

zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, 

bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua dalam 

islam. Dari segi fiqih sendiri, zakat berarti “sejumlah harta tertentu 

yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya”. Karenanya para ulama fiqh selalu membahas 

zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. 

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan imam Mawardi yang 

menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta 

akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, 

serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat 

ibnu taimiah, ‘jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan 

bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan 

bertambah”. Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, 

tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang 

mengeluarkan zakat (Kementrian Agama RI, 2013: 13) 

2. Rukun dan Syarat Zakat 

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta melepaskan 

kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik mustahik dan 
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menyerahkan kepadanya kepada wakilnya, yakni amil atau orang 

yang melakukan pemungutan zakat (Nawawi, 2010). 

Zakat memiliki dua syarat yaitu syarat wajib dan syarat sah. 

Berdasarkan kesepakan para ulama syarat wajib zakat diantaranya : 

a. Islam 

b. Merdeka 

c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati 

d. Telah mencapai nishab 

e. Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang 

f. Kepemilikan harta yang dizakati satu tahun 

g. Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok 

Kedua adalah syarat sah zakat. Syarat sah dalam berzakat menurut 

kesepakan para ulama diantaranya : 

a. Niat berzakat 

b. Pemilik Harta Asli 

3. Macam-macam Zakat 

a. Zakat Mal 

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang 

dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ahli fikih, 

yang dimaksud dengan mal adalah “kullu ma yutamawwalu 

bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifa’u bihi 

syari’an”. “setiap harta bernilai, halal dan setiap orang 

cenderung memilikinya”. 

Menurut syara’ Zakat maal adalah zakat harta yang harus 

dikeluarkan orang muslim jika sudah mencapai haul dan nisab. 

Intinya jika sudah memenuhi jumlah harta yang ditentukan 

orang tersebut wajib membayar zakat (Sahroni, 2018: 46). 

b. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah adalah zakat (sesekah) jiwa. Istilah tersebut 

diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. 
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Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang 

muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka 

maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan 

sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 

kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya ‘Idul Fitri (Sahroni, 

2018: 48) 

4. Hikmah Zakat 

Hikmah zakat adalah dapat memelihara harta, membantu 

memenuhi kebutuhan dhuafa dan menyucikan jiwa dari penyakit kikir 

dan bakhil. 

Secara umum, Dr. Wabah az-zuhaili menyebutkan tiga hikmah 

zakat yaitu : 

a. Menjaga dan memelihara harta dari tindakan krminal 

b. Merupakan bantuan bagi kaum fakr dan orang-orang yang 

memerlukan bantuan. 

c. Menyucikan jiwa dari penyakit kikir (bakhil) yang menjadi tabiat 

manusia. 

Adapun tujuan dar berzakat bagi masyarakat antara lain : 

a. Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan 

para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, 

orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan 

melahirkan empati. 

b. Kondisi ini akan menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang 

terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada 

umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu kefakiran dan/atau hasad. 

B. Tata Kelola Zakat 

Tata kelola (Governance) artinya mengarahkan dan 

mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi 

menjadi Tata kelola perusahaan (corporate governance) sebagai upaya 

mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan organisasi, lembaga, termasuk 

juga perusahaan. Proses pengambilan keputusan dan bagaimana itu 
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dilakukan disebut tata kelola, melalui tata kelola zakat yang efisien dan 

berkualitas maka akan mampu untuk mengatasi masalah sosial ekonomi 

termasuk kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan pengentasan 

kemiskinan. Oleh karena itu Amil harus mematuhi norma tata kelola 

dalam organisasi pengelola zakat khususnya transparansi dan akuntabel 

(Mubtadi, 2022). 

Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi good 

governance, indikator yang digunakan dalam menganalisis good 

governance meliputi pengungkapan terhadap Transparacy (keterbukaan), 

Accountanbility (dapat dipertanggungjawabkan), Responbility 

(pertanggungjawaban) Independency (kemandirian), serta fairness 

(keadilan) (Yulianti, 2016). 

1. Transparansi adalah keterbukaan lembaga zakat dalam menyediakan 

informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

pengelolaan zakat. (Wijayati, 2021). 

2. Akuntanbilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

tanggungjawab internal lembaga dalam setiap kegiatan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan merupakan instrumen yang 

harus dievaluasi lembaga zakat sebagai bentuk tanggungjawab (suhairi 

dkk., 2022). 

3. Responbilitas merupakan tanggungjawab setiap lembaga dalam 

mematuhi tugas, aturan serta kebijakan lembaga, tanggungjawab 

tersebut bukan hanya sekedar tanggungjawab dalam lingkup internal 

tetapi juga kepada stakeholder dan masyarakat umum (Hasibuan & 

Juliati Nasution, 2024). 

4. Kemandirian dapat dijadikan sebagai bukti aktual sebuah lembaga 

dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing (Hasibuan & Juliati 

Nasution, 2024). 

5. Prinsip keadilan merupakan perlakuan adil dan setara dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder dan masyarakat umum yang timbul berdasarkan 
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ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku (Baihaqi & 

Ulfa, 2022). 

C. Pendistribusian Zakat 

1. Pengertian pendistribusian zakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendistribusian 

adalah penyaluran (pembagan,pengiriman) kepada beberapa orang atau 

beberapa tempat. Dengan kata lain pendistrubusian adalah suatu proses 

yang menunjukan penyaluran barang yang dibuat dari produsen ke 

konsumen. Dalam konteks zakat, pendistribusian yang dimaksud 

adalah proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan zakat kepada yang 

berhak menerimanya. 

Menurut yusuf Al-Qardhawi, konsep dari distribusi zakat adalah 

bagaiamana konsep dan sasaran distribusinya dilakukan kepada siapa 

saja sasaran sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At taubah ayat 

60.  

قَابِ وَ الْغَارِمِينَ   دقََاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفِي الر ِ إِنَّمَا الصَّ

ِ وَ  ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَفِي سَبيِلِ اللََّّ ِ ۗ وَاللََّّ ابْنِ السَّبيِلِ ۖ فرَِيضَةً مِنَ اللََّّ  

Artinya : 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 

yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.” (QS : At-Taubah 103) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah 

penyaluran zakat adalah penyaluran zakat kepada golongan orang yang 

berhak menerima zakat (mustahik).  baik secara konsumtif maupun 

produktif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dari 

ayat di atas cukup jelas disebutkan bahwa pendistribusian zakat harus 
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sampai pada delapan golongan tersebut, meskipun dalam 

perkembangannya memilki perluasan makna menyesuaikan perkembangan 

zaman.  

2. Mekanisme Pendistribusian Zakat 

Dalam mekanisme pendistribusian zakat para ulama memilki 

perbedaan pendapat yang dalam hal ini disimpulkan kepada dua besar 

pendapat. 

Pertama, sebagian para ulama berpendapat bahwa sebagian dana 

zakat yang diterima oleh amil harus dibagi secara merata kepada 

delapan kelompok penerima zakat. Hal ini ditegaskan oleh Imam 

Syafi'i jika zakat mendistribusikan dana zakat tersebut adalah 

pemiliknya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak 

mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima dana zakat lebih sedikit 

atau delapan kelompok tidak tersedia, bagilah kepada kelompok yang 

tersedia saja dan tidak boleh meinggalkan salah satu kelompok dari 

delapan kelompok tersebut. Jika salah satu pihak penerima zakat tidak 

mendapatkan haknya, amil ataupun muzakki bertanggung jawab untuk 

memenuhi hak zakatnya (Sahroni, 2018: 270) 

Kedua, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabat 

Imam Abu Hanifah berpendapat tidak mewajibkan distribusi zakat 

secara merata kepada delapan kelompok penerima zakat, tetapi 

diberikan kepada mereka yamg paling berhak seperti fakir dan miskin. 

Selain itu juga pendapat dari Ibrahim an-Nakha'i mengatakan 

mengatakan mereka yang diberikan adalah orang yang paling 

membutuhkan. Jika dana zakat banyak, boleh diberikan kepada seluruh 

kelompok. Akan tetapi, jika dananya terbatas, diberikan kepada satu 

kelompok saja (Sahroni, 2018: 271) 

Dr. Yusuf Qardhawi menyimpulkan perbedaan pendapat ulama 

dalam mekanisme pendistribusian zakat sebagai berikut (Sahroni, 

2018: 273) : 
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a. Donasi zakat yang diberikan kepada seluruh penerima zakat yang 

ada jika dana zakat itu banyak, melimpah dan mencukupi dengan 

syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut kebutuhannya sama 

atau relatif sama. Pada saat itu tidak boleh ada satu pun pihak 

penerima zakat yang tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, 

pihak otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan 

terkait pendistribusian zakat. 

b. Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, 

bagian yang diterima oleh kelompok tersebut tidak harus sama 

jumlah dan porsinya. Namun, besarnya ditentukan berdasarkan 

kebutuhan mereka sebab bisa jadi di satu daerah terdapat 1000 

fakir miskin dan tidak ada satu pun ada orang yang berhutang dan 

ibnu sabil. Akan tetapi, bisa saja di daerah lain terdapat lebih 

banyak gharim atau ibnu sabil. 

c. Boleh mendistribusikan untuk sebagian mustahiq zakat jika ada 

maslahah yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. 

Sebagimana juga pada saat memberikan donasi zakat kepada 

delapan kelompok tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbeda, 

disesuaikan dengan kebutuhan dari delapan kelompok tersebut. 

d. Seharusnya kelompok yang paling diutamakan ialah fakir dan 

miskin. Hal ini disebabkan target utama zakat adalah untuk 

memenuhi kebutuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri, 

sehingga pada akhirnya mereka tidak membutuhkan lagi bantuan 

dana zakat. Hal ini karena Rasulullah SAW dalam hadist muadz 

dan lainnya tidak menyebutkan penerimaan zakat selain fakir 

miskin. Oleh karena itu otoritas tidak boleh mendistribusikan zakat 

kepada fī sabilillah sementara melantarkan fakir miskin yang 

kelaparan dan tidak memiliki rumah, sehingga menimbulkan iri 

dan dengki hati kepada para hartawan. Kaidah ini berlaku dalam 

kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, sedangkan jika dalam 

kondisi khusus, akan berlaku kaidah lain. 
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e. Harusnya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukkan 

batasan maksimal untuk para amil. Imam Syafi'i menentukan 

maksimal seperdelapan dari total donasi zakat yang dikumpulkan 

dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. 

f. Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok 

penerima zakat seperti pendapat An-Nakha'i dan Abu Tsawur yang 

bahkan didistribusikan hanya ke satu orang sebagaimana pendapat 

Abu Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut 

didistribusikan ke banyak kelompok, akan kehilangan faedahnya 

disebabkan donasi yang diterima terlalu sedikit, sehingga efek 

yang ditimbulkan atas adanya donasi zakat menjadi terlalu sedikit. 

3. Bentuk pendistribusian zakat 

Bentuk pendistribusian zakat dibagi menjadi dua macam yaitu 

pendistribusian zakat konsumtif dan pendistribusian zakat produktif. 

Pendistribusian zakat secara konsumtif adalah penyaluran dana zakat 

yang diberikan secara langsung kepada mustahiq. Bentuk dari 

pendistribusian ini tidak disertai dengan tujuan menciptakan 

kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Sedangkan 

pendistribusian secara produktif adalah bantuan dana zakat yang 

diberikan kepada mustahiq tidak diberikan secara langsung melainkan 

dengan tujuan menciptakan kemandirian dengan cara menyalurkan 

dalam bentuk usaha, sehingga dengan bantuan berupa usaha tersebut 

mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus 

sehingga menaikkan derajat mustahiq menjadi muzzaki (Nawawi, 

2010: 23) 

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh bentuk distribusi 

secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaanya, saat ini zakat 

mulai dikembangkan dengan bentuk distribusi dana secara produktif. 

Bentuk inovasi distribusi dikategorikan menjadi empat bentuk 

diantaranya (Yuliasih et al., 2021) : 

a. Konsumtif Tradisional  
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Merupakan zakat yang dibagikan kepada mustahik secara 

langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal (harta) 

yang dibagikan secara langsung . 

b. Konsumtif Kreatif  

Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, misalnya 

seperti dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah 

dan sebagainya. 

c. Produktif tradisional 

Merupakan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang 

produktif seperti kambing, kerbau, sapi alat cukur, pertukangan, 

mesin jahit, dan lain-lain. Lapangan kerja baru untuk fakir miskin 

tercipta dari pemberian dalam bentuk zakat produktif tradisional 

d. Produktif Kreatif 

 Merupakan zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan 

bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk 

membantu atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil. 

D. Zakat Core Principle (ZCP) 

Zakat Core Principles (Prinsip-prinsip Inti Zakat) adalah standar 

minimum yang seharusnya diterapkan oleh setiap OPZ. ZCP merupakan 

standar yang fleksibel sehingga dapat diterapkan secara global oleh 

berbagai lembaga zakat (dari sistem manajemen zakat wajib hingga sistem 

manajemen zakat sukarela). Pertama kali di perkenalkan pada forum 

“World Humanitarian Summit of United Nations” atau forum 

kemanusiaan PBB yang dilaksanakan di Instanbul Turki. Tujuan dari 

diperkenalkannya ZCP ini untuk dapat meningkatken kualitas lebih baik 

pada manajemen pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dalam upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan di seluruh belahan dunia. Dalam upaya 

mendukung penerapannya prinsip prinsip pengelolaan zakat diatur secara 

spesifik seuai dengan kondisi di setiap negara (BI & P3EI-FE UII, 2016). 
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Tujuan utama ZCP adalah untuk memperkuat manajemen 

pengawasan zakat yang sehat dan menjadi instrumen pengaman 

pengelolaan zakat diantara negara-negara Muslim. Secara garis besar, ZCP 

berisi 18 prinsip inti yang membahas tentang efisiensi zakat. Struktur dari 

ZCP yang dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok. Dari 

18 prinsip tersebut, dikategorikan menjadi dua kelompok utama. 

Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi 

pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara 

peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat 

diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (BAZNAS 

& BI, 2016). 

Tabel 1.4 

Prinsip Prinsip Zakat Core Principle (ZCP) 

Kode Kata kunci Aspek yang 

diatur 

ZCP 1 

Objective, 

Independence 

and power 

(Tujuan, 

kemandirian, 

dan wewenang) 

Kewenangan dan aturan yang 

independen dibutuhkan oleh masing-

masing otoritas yang bertanggung 

jawab disediakan oleh peraturan 

undang-undang yang jelas atau 

kerangka hukum lain yang berkaitan 

dengan pengawasan zakat. 

Fondasi 

Hukum 

 

ZCP 2 

Permissible 

activities 

(Kegiatan yang 

Diizinkan) 

Tindakan yang lembaga boleh 

lakukan diharuskan sesuai dengan 

prinsip syariah seperti 

penghimpunan zakat, pentasarufan 

zakat, dan dana amal lainnya 

ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan atau undang-

undang lainnya. 

ZCP 3 

Licensing 

criteria 

(Kriteria 

Perizinan) 

Otoritas pemberi izin mempunyai 

wewenang untuk menetapkan 

persyaratan izin yang dikeluarkan 

untuk organisasi zakat dan 

permohonan izin yang tidak 

mematuhi persyaratan tersebut akan 

di berikan penolakan. 

ZCP 4 

Zakat 

supervisory 

Melalui penggunaan sistem 

pengawasan yang terintegrasi, 

pengawas zakat mengawasi setiap 

Pengawasan 

Zakat 
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approach 

(Pendekatan 

Pengawasan) 

aspek distribusi dan pengumpulan 

zakat. 

ZCP 5 

Zakat 

supervisory 

techniques and 

tools 

(Teknik dan Alat 

Pengawasan) 

serangkaian teknik dan instrumen 

yang sesuai digunakan oleh 

pengawas zakat untuk melaksanakan 

rencana pemantauan dan sumber 

daya yang digunakan, sepenuhnya 

diperiksa dan dikonfirmasi. 

ZCP 6 

Zakat 

supervisory 

reporting 

(Pelaporan 

Pengawasan) 

Pengawas zakat mengumpulkan 

data, menilai, dan menilai bagaimana 

lembaga zakat bekerja. 

 

ZCP 7 

Creative and 

sanctioning 

powers of akat 

supervisor 

(Wewenang 

pengawas zakat 

untuk melakukan 

koreksi dan 

memberikan 

sanksi) 

Pengawas zakat mengumpulkan 

informasi dan menilai operasional 

lembaga zakat. 

Tata Kelola 

Zakat 

 

ZCP 8 

Good Amil 

governance 

(Tata Kelola 

yang Baik untuk 

Amil) 

 

Kebijakan dan prosedur tata kelola 

amil yang kuat, termasuk kepatuhan 

syariah, alat strategis, pengendalian 

lingkungan, pemahaman pengelolaan 

zakat, dan tugas pengelolaan, 

diperlukan bagi lembaga zakat, 

menurut pengawas zakat. 

ZCP 9 

Collection 

Management 

(Pengelolaan 

pengumpulan) 

Menurut pengawas zakat, untuk 

menentukan jumlah harta zakat dan 

nisabnya, lembaga zakat perlu 

memiliki aturan dan proses yang 

memadai. 

Fungsi 

Perantara 

 

ZCP 10 

Disbursement 

Management 

(Pengelolaan 

Penyaluran) 

Pengawas zakat mengatakan 

lembaga zakat harus memiliki 

kebijakan dan prosedur yang 

memadai untuk mengelola dana 

zakat dan sistem distribusinya. 

 

ZCP 11 Menurut pengawas zakat, lembaga Manajemen 
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Country and 

transfer risk 

(Risiko negara 

dan transfer) 

zakat perlu memiliki prosedur dan 

kebijakan yang memadai untuk 

mengawasi transfer zakat dan risiko 

negara saat melakukan transfer zakat 

internasional. 

Resiko 

ZCP 12 

Reputation and 

muzakki risk 

(Risiko Reputasi 

dan 

Tidak Adanya 

Kepercayaan) 

Menurut pengawas zakat, lembaga 

zakat memiliki struktur manajemen 

yang memadai untuk mengatasi 

risiko sistemik, ketidakpercayaan, 

dan reputasi. 

ZCP 13 

Disbursement 

Risk 

(Risiko Alokasi) 

Lembaga pengelola zakat harus 

mampu mengelola risiko alokasi, 

seperti ketidakstabilan keuangan dan 

kesalahan alokasi selama operasi 

distribusi. 

ZCP 14 

Operational Risk 

(Risiko 

operasional) 

Menurut pengawas zakat, untuk 

mencegah aktivitas penipuan dan 

bersiap menghadapi gangguan 

sistem dan gangguan lainnya, 

lembaga zakat perlu memiliki 

manajemen risiko operasional dan 

kepatuhan syariah yang kuat. 

ZCP 15 

Sharia control 

and internal 

audit 

(Pengelolaan 

pengumpulan) 

Menurut pengawas zakat tersebut, 

sistem pengendalian syariah dan 

audit internal yang baik merupakan 

syarat bagi lembaga zakat. Hasilnya, 

mereka akan mampu menciptakan 

dan mengelola lingkungan operasi 

yang diatur berdasarkan syariah. 

Tata Kelola 

Syariah 

ZCP 16 

Financial 

reporting and 

external audit 

(Pelaporan 

keuangan dan 

audit eksternal) 

Pengawas zakat memastikan bahwa 

publikasi tahunan, layanan audit 

eksternal, dan laporan keuangan 

yang dapat dipercaya tersedia bagi 

lembaga zakat. 

ZCP 17 

Disclouser and 

transparancy 

(Pengungkapan 

dan transparansi) 

Menurut pengawas zakat, agar 

kinerja dan kondisi lembaga zakat 

dapat tercermin, mereka perlu secara 

rutin menghasilkan informasi 

konsolidasi yang mudah diakses. 

ZCP 18 

Abuse of zakat 

services 

Menurut pengawas zakat, untuk 

menegakkan standar etika dan 

profesional syariah serta mencegah 
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(Penyalahgunaan 

jasa zakat) 

aktivitas kriminal, organisasi zakat 

perlu memiliki aturan dan prosedur 

yang tepat. 

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & 

BI, 2016) 

Dalam penelitian ini menggunakan Dua prinsip Zakat Core 

Principle yaitu pada prinsip ZCP 8 yaitu, Good Amil Governance  (Tata 

kelola amil yang baik) dan ZCP 10 yaitu Disbursement management 

(manajemen pemberdayaan). 

1. Zakat Core Principle (ZCP 8) Good Amil Governance 

ZCP 8 adalah tulang punggung tata kelola zakat yang penting bagi 

otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi 

lembaga zakat. Selain itu, Tata Kelola yang Baik untuk Amil 

merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk 

memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, 

uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Oleh 

karena itu, agar lembaga zakat memiliki Tata Kelola yang Baik untuk 

Amil, pengawas zakat dan lembaga zakat harus memenuhi 5 kriteria 

utama dan 1 kriteria tambahan, yakni (BAZNAS & BI, 2016) : 

a. Peraturan perundang-undangan syariah dan pengawas zakat 

menentukan bahwa konsep dan definisi amil tetap dapat diterapkan 

dalam lembaga zakat saat ini. Amil berhak untuk mendapatkan 

bagian dari zakat sebesar tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari zakat 

total yang dikumpulkan. Jika bagian zakat tersebut tidak 

mencukupi untuk menunjang pengoperasian organisasi zakat, 

bagian tersebut dapat dibayar dari sumber lain dengan persetujuan 

dewan syariah. 

b. Pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat 

dengan harapan untuk tata kelola yang baik untuk amil. 

c. Pengawas zakat melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan 

praktik tata kelola amil dalam lembaga zakat yang harus sesuai 

dengan peraturan syariah dan kepentingan sistemik. 
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d. Pengawas zakat menetapkan struktur dan ketentuan tata kelola amil 

yang tepat untuk mengusulkan dan menunjuk sumber daya 

manusia yang jujur, tepercaya, adil, dan bijak. 

e. Pengawas zakat menetapkan agar Pengurus lembaga zakat: 

1) menyetujui dan melakukan pengawasan aktif terhadap 

pelaksanaan arah dan strategi pengawasan zakat; 

2) menetapkan dan mengomunikasikan budaya dan nilai Islam 

berdasarkan pedoman perilaku; 

3) menetapkan standar kepatutan dan kelayakan dalam memilih 

amil yang memiliki karakter yang baik, integritas, dan tiga 

pengetahuan dasar (pengumpulan zakat, penyaluran zakat, dan 

pengelolaan keuangan); 

4) menetapkan kebijakan tentang konflik kepentingan dan 

lingkungan pengendalian yang kuat; dan 

5) memastikan efektivitas tata kelola amil dalam seluruh 

pengelolaan lembaga zakat. 

f. Pengawas zakat berwenang untuk merekomendasikan perubahan 

dalam komposisi Pengurus lembaga zakat jika terbukti secara sah 

bahwa siapa pun dalam Pengurus tidak memenuhi tugasnya. 

g. Pengawas zakat menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan 

kualitas amil melalui sertifikasi. 

2. Zakat Core Principle (ZCP 10) Disbursement management 

Ada dua indikator utama untuk menghukur efektivitas penyaluran 

zakat berdasarkan (ZCP 10) Disbursement management, yakni : 

a. DCR (Disbursement Collection Ratio) 

Disbursement Collection Ratio (tingkat penghimpunan 

pengeluaran) didasarkan pada persentase dana zakat yang 

terkumpul untuk mengalokasikan tingkat efektivitas dana zakat, 

sehingga dapat diketahui apakah seluruh dana zakat yang 

terkumpul dapat dialokasikan. Efektivitas penggunaan rasio DCR 

(Disbursement Collection Ratio) adalah perbandingan antara 
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jumlah zakat yang dialokasikan dengan jumlah zakat yang 

terkumpul, dan dihitung dengan rumus berikut: 

Rumus DCR :𝑥 =
Total Dana Zakat Tersalurkan

Total Dana Zakat Terhimpun
 x100% 

DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Disbursement Coolection to Ratio (DCR) 

Presentase Kategori 

>90% Sangat Efektif 

70-89% Efektif 

50-69% Cukup Efektif 

20-49% Kurang Efektif 

<20% Tidak Efektif 

Sumber :Core Principles for Effective Zakat Supervision 

(BAZNAS & BI, 2016) 

b. Kecepatan Distribusi Zakat (Time Effectivity of Disbursement) 

Time Effectivity of Disbursement merupakan validitas waktu 

pengeluaran terkait dengan efektivitas alokasi zakat Hukum 

Syariah menetapkan bahwa dana zakat harus dikumpulkan dan 

didistribusikan sesegera mungkin. Kecepatan penyaluran zakat 

terbagi menjadi dua kategori, yaitu program konsumer dan 

program produktif. Rencana konsumsi adalah rencana yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahiq, 

seperti rencana bantuan makanan dan kesehatan. Untuk program 

berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut : 

Tabel 1.6 

Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif 

Waktu Kategori Keterangan 

< 3 Bulan Cepat Lembaga Zakat telah 

memiliki program 

yang efektif dan 

target yang jelas 

untuk program 

berbasis konsumtif 

sehingga zakat yang 

terkumpul dapat 

mencapai penerima 



29 
 

 
 

dengan segera. 

 

3-6 Bulan Baik Lembaga Zakat 

memiliki program 

yang efektif dan 

target yang cukup 

jelas untuk program 

berbasis konsumtif. 

 

6-9 Bulan Adil Lembaga Zakat 

memiliki program 

dan target berbasis 

konsumtif yang 

cukup efektif 

9-12 Bulan Lambat Program berbasis 

konsumtif dari 

lembaga zakat tidak 

cukup efektif 

>12 Bulan Sangat Lambat Program berbasis 

konsumtif lembaga 

zakat tidak efektif 

atau bahkan tidak 

ada 

 

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & 

BI, 2016) 

Kategori yang kedua program produktif. Program produktif adalah program yang 

didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti 

program pendidikan dan ekonomi. Yaitu dinyatakan sebagai berikut : 

Tabel 1.7 

Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif 

Waktu Kategori Keterangan 

< 6 Bulan Cepat Lembaga zakat telah 

memiliki 

rogram yang efektif 

dan target 

yang jelas untuk 

program berbasis 

produktif sehingga 

zakat yang 

dikumpulkan dapat 

mencapai penerima 

segera. 
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6-12 Bulan Bagus Lembaga zakat 

memiliki basis 

produktif yang 

efektif program dan 

target pencairan 

yang cukup jelas 

>12 Bulan Lambat Lembaga zakat 

memiliki basis 

produktif yang 

cukup efektif 

program dan target. 

 

Sumber : Core Principles for Effective Zakat Supervision (BAZNAS & 

BI, 2016) 

E. Kajian Pustaka 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Yuliasih, Juliana, dan Rosida, 

2021) yang berjudul “Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement 

Management dalam mengukur efektifitas pendistribusian zakat pada 

program kerja BAZNAS” berisikan tentang analisis tingkat efektifitas 

penyaluran zakat serta mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah 

atau tingginya hasil perhitungan efektifitas pendistribusian zakat tersebut. 

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan 

ZCP poin 10 tentang disbursement management yang didasarkan pada 

Prinsip inti Zakat. Kategori waktu efektif cepat meliputi penyaluran dana 

zakat ke empat BAZNAS yang menunjukkan efektifitas program lembaga 

zakat. dana selalu digunakan masyarakat secara efektif; terdapat peraturan 

ketat mengenai wajib zakat dan peraturan pengelolaan yang berlaku; dan 

dana selalu disalurkan secara tepat sasaran. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Hamdani, Nasution, dan 

Marpaung, 2019) yang berjudul “Solusi Permasalahan Perzakatan di 

BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi Zakat Core 

Principles” berisikan tentang analisis untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai solusi masalah perzakatan di BAZNAS dan implementasi 

tentang ZCP. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZNAS 

perlu lebih transparan dan akuntabel dalam seluruh pelaporannya, dan 
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perlu adanya pengawasan sesuai syariah, sebagai akibat dari kurangnya 

sosialisasi dan edukasi mengenai ZCP. Penerapan prinsip-prinsip inti ZCP 

adalah taktik yang paling penting. BAZNAS juga harus mandiri secara 

finansial dan formal, dan upaya sosialisasi dan pendidikan harus terus 

dilakukan. Kesimpulannya, ZCP belum sepenuhnya diterapkan di tingkat 

daerah di BAZNAS. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Bahri dan Arif, 2020) yang 

berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat” 

berisikan tentang mengukur efektivtas penyaluran zakat dan infak/sedekah 

pada Rumah Zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan 

kuantitaif dengan model pengukuran rasio Allocation to Collection Ratio 

(ACR) berdasarkan Zakat Core Prinsiple (ZCP). Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Rumah Zakat selama 

rentang periode 2010 sampai dengan 2019. Hasil penelitian menunjukkan 

Penyebaran mencakup delapan asnaf. Program pemberdayaan dibagi 

menjadi empat rumpun: Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum Mandiri, 

dan Senyum Lestari. Strategi ini sejalan dengan MDGs, atau Tujuan 

Pembangunan Milenium. ZCP melaporkan bahwa Allocation to Collection 

Ratio (ACR) mencapai 70–89% dan tingkat efektivitas penyaluran dalam 

kurun waktu lima tahun mencapai 87% atau termasuk dalam kategori 

efektif. Hal ini menandakan bahwa mustahik efektif diberikan zakat dan 

infaq atau sedekah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

melakukan penyaluran Rumah zakat mampu hingga melebihi 90%. Jika 

ACR lebih besar dari 90 persen, maka Rumah Zakat masuk dalam kategori 

sangat efektif. 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Safinal dan Riyaldi, 2021)  yang 

berjudul “Implementasi Zakat Core Principle dalam pendistribusian zakat 

di Baitul Mal Kota Banda Aceh” berisikan memeriksa penerapan Zakat 

Core Principles dalam pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota (BMK) 

Banda Aceh yang meliputi; penentuan distribusi kepada mustahik, 

penentuan area distribusi zakat, dan kinerja pendistribusian zakat 
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berdasarkan indikator rasio dan lamanya waktu pencairan. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah 

mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam menentukan distribusi 

zakat kepada mustahik dan area distribusinya. Kinerja distribusi 

didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti Zakat. Penyaluran dana 

zakat dilakukan dalam 3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam 

kategori efektif (DCR) melebihi 90% (termasuk kategori baik) 

Dalam jurnal yang ditulis oleh (Bahri dan Khumaini, 2020) yang 

berjudul “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat 

Nasional” yang berisikan analisis efektivitas penyaluran ZIS dan DKSL 

BAZNAS. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa ZIS dan DSKL senilai 

Rp932.648.351.752,19 berhasil dikumpulkan dalam waktu 18 tahun dan 

disalurkan sebesar Rp836.512.139.145,00. ZCP menyatakan bahwa dalam 

kurun waktu 18 tahun berjalan, penyaluran ZIS DSKL dan BAZNAS telah 

efektif 90%ditunjukan dari hasil DCR pada angka tersebut yaitu sangat 

efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Permana & Baehaqi, 2019) dalam 

penelitiannya menguji manajemen pengelolaan Lembaga Amil Zakat 

dengan prinsip Good Governance. Mereka menyimpulkan bahwa tata 

kelola yang baik diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja 

profesional untuk memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. 

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam pengelolaan zakat 

adalah sebagai berikut: Transparansi, artinya LAZ harus menerapkan 

prinsip keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan. 

Akuntabilitas, itu artinya LAZ harus memegang prinsip kepercayaan 

(akuntabel) dalam mengelola dana zakat. Tanggung jawab, itu berarti 

bahwa LAZ bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana zakat hingga 

mustahiq. Independensi, itu berarti bahwa LAZ dikelola secara independen 

dan tidak memiliki ketergantungan pada orang-orang tertentu atau 

lembaga lain. Keadilan, itu berarti bahwa LAZ harus melakukan segala 

upaya untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana zakat bagi mereka 
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yang berhak atasnya. Kepatuhan Syariah, itu berarti bahwa pengumpulan 

dan distribusi dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus sesuai dengan 

koridor Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Zuhri, 2020) dengan 

judul Analisis implementasi Good Amil Governance berdasarkan zakat 

core principle di Lembaga Amil Zakat : studi kasus pada LAZ Nurul 

Hayat Surakarta berisi tentang analisis terkait manajemen tata kelola amil 

yang baik juga menilai tata kelola amil berdasarkan ZCP di LAZ Nurul 

Hayat Surakarta. Hasil penelitian menyimpulkan LAZ Nurul Hayat 

Surakarta telah melakukan tata kelola amil yang cukup baik dan penerapan 

terkait Zakat Core Principle sudah dilakukan dengan baik mengenai tata 

kelola amil di lembaga tersebut. 
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Tabel 1.8 

Tinjauan pustaka terdahulu 

No 
Nama, tahun 

Judul 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1. (Yuliasih, 

Juliana, dan 

Rosida, 2021) 

Zakat Core 

Principle 

(ZCP) Poin 10 

Disbursement 

Management 

dalam 

mengukur 

efektifitas 

pendistribusian 

zakat pada 

program kerja 

BAZNAS 

Hasil yang didapat Keempat BAZNAS tersebut 

masuk dalam kelompok efektif, berdasarkan 

pemeriksaan ZCP poin 10 tentang 

disbursement management yang didasarkan 

pada Prinsip inti Zakat. Kategori waktu efektif 

cepat meliputi penyaluran dana zakat ke empat 

BAZNAS yang menunjukkan efektifitas 

program lembaga zakat. dana selalu digunakan 

masyarakat secara efektif; terdapat peraturan 

ketat mengenai wajib zakat dan peraturan 

pengelolaan yang berlaku; dan dana selalu 

disalurkan secara tepat sasaran. 

 

Sama sama 

membahas mengenai 

pendistribusian zakat 

berdasarkan analisis 

ZCP Poin 10 

Disbursement 

Management 

Penelitian ini 

menggunakan  

metode deskriptif 

dengan pedekatan 

kuantitatif, 

menyelidiki proses 

penyaluran zakat 

pada lokasi yang 

berbeda dan objek 

penelitian yang 

berbeda, namun 

penelitian ini hanya 

menggunakan satu 

prinsip  saja dalam 

ZCP 

2. (Hamdani, 

Nasution, dan 

Marpaung, 

2019) Solusi 

Permasalahan 

Perzakatan di 

BAZNAS 

dengan 

Metode ANP: 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

BAZNAS perlu lebih transparan dan akuntabel 

dalam seluruh pelaporannya, dan perlu adanya 

pengawasan sesuai syariah, sebagai akibat dari 

kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai 

ZCP. Penerapan prinsip-prinsip inti ZCP adalah 

taktik yang paling penting. BAZNAS juga 

harus mandiri secara finansial dan formal, dan 

upaya sosialisasi dan pendidikan harus terus 

Penelitian ini sama 

sama meneliti 

Implementasi ZCP 

pada Lembaga 

pengelola Zakat 

Perbedaan dari 

penelitian yang 

dilakukan yaitu 

penelitian ini 

meneliti 

permasalahan yang 

terjadi dalam 

pengeloalaan zakat 

berupa kurangnya 
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Studi tentang 

Implementasi 

Zakat Core 

Principles 

dilakukan. Kesimpulannya, ZCP belum 

sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah di 

BAZNAS. 

sosialisasi dan 

edukasi tentang 

ZCP, dan 

trnasparansi di setiap 

laporan. Sedangkan 

pada penelitian yang 

peneliti lakukan  

membahas mengenai 

pendistribusian zakat 

berdasarkan analisis 

ZCP Poin 10 

Disbursement 

Management 

3. (Bahri dan 

Arif, 2020) 

Analisis 

Efektivitas 

Penyaluran 

Zakat pada 

Rumah Zakat 

Hasil penelitian menunjukkan Penyebaran 

mencakup delapan asnaf. Program 

pemberdayaan dibagi menjadi empat rumpun: 

Senyum Sehat, Senyum Juara, Senyum 

Mandiri, dan Senyum Lestari. Strategi ini 

sejalan dengan MDGs, atau Tujuan 

Pembangunan Milenium. ZCP melaporkan 

bahwa Allocation to Collection Ratio (ACR) 

mencapai 70–89% dan tingkat efektivitas 

penyaluran dalam kurun waktu lima tahun 

mencapai 87% atau termasuk dalam kategori 

efektif. Hal ini menandakan bahwa mustahik 

efektif diberikan zakat dan infaq atau sedekah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

melakukan penyaluran Rumah zakat mampu 

Penelitian ini sama 

sama membahas 

mengenai 

penyaluran zakat 

berdasarkan ZCP 

poin 10  

Penelitian ini 

menggunakan 

metode studi pustaka 

dan kuantitaif 

penelitian ini 

menyelidiki proses 

penyaluran zakat 

pada lokasi yang 

berbeda dan fokus 

penelitian yang 

berbeda yaitu hanya 

pada satu prinsip 

saja 
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hingga melebihi 90%. Jika ACR lebih besar 

dari 90 persen, maka Rumah Zakat masuk 

dalam kategori sangat efektif. 

4. (Safinal dan 

Riyaldi, 2021) 

Implementasi 

Zakat Core 

Principle 

dalam 

pendistribusian 

zakat di Baitul 

Mal Kota 

Banda Aceh 

Baitul Mal Kota Banda Aceh telah 

mengimplementasikan Prinsip Inti Zakat dalam 

menentukan distribusi zakat kepada mustahik 

dan area distribusinya. Kinerja distribusi 

didasarkan pada hasil perhitungan Prinsip Inti 

Zakat. Penyaluran dana zakat dilakukan dalam 

3 bulan sekali hal ini berarti penyaluran dalam 

kategori efektif (DCR) melebihi 90% 

(termasuk kategori baik) 

Sama sama meneliti 

tentang 

pendistribusian zakat 

berdasarkan zcp poin 

10 menggunakan 

metode DCR. 

Penelitian ini 

menyelidiki proses 

penyaluran zakat 

pada lokasi yang 

berbeda dan fokus 

penelitian yang 

berbeda dan pada 

penelitian yang 

dilakukan di BMK 

Banda aceh tidak 

mengukur kecepatan 

distribusi dana zakat 

pada dua kategori 

produktif dan 

konsumtif 

5. (Bahri dan 

Khumaini, 

2020) Analisis 

Efektivitas 

Penyaluran 

Zakat pada 

Badan Amil 

Zakat Nasional 

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa ZIS 

dan DSKL senilai Rp932.648.351.752,19 

berhasil dikumpulkan dalam waktu 18 tahun 

dan disalurkan sebesar Rp836.512.139.145,00. 

ZCP menyatakan bahwa dalam kurun waktu 18 

tahun berjalan, penyaluran ZIS DSKL dan 

BAZNAS telah efektif 90%ditunjukan dari 

hasil DCR pada angka tersebut yaitu sangat 

efektif. 

Pada penelitian yang 

dilakukan oleh bahri 

dan khumaini sama 

melakukan 

perhitungan dengan 

metode DCR dengan  

Penelitian ini 

menyelidiki proses 

penyaluran zakat 

pada lokasi yang 

berbeda dan fokus  

penelitian yang 

berbeda yaitu hanya 

pada satu prinsip 

ZCP saja 

6. (Permana & Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata Penelitian ini sama Perbedaannya 
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Baehaqi, 2019) 

Manajemen 

Pengelolaan 

Lembaga Amil 

Zakat Dengan 

Prinsip Good 

Governance 

kelola pemerintahan yang baik diperlukan LAZ 

untuk meningkatkan kinerja profesionalnya 

guna memenuhi kepentingan pemangku 

kepentingan. Penerapan Prinsip Good 

Governance dalam pengelolaan zakat  

sama membahas 

mengenai good amil 

governance 

penelitian ini tidak 

menggunakan Zakat 

Core Principle 

sebagai pendekatan 

dalam menganalisis 

good governance 

dan dilakukan pada 

lokasi yang berbeda 

7. (Maulana & 

Zuhri, 2020) 

Analisis 

Implementasi 

Good Amil 

Governance 

berdasarkan 

Zakat Core 

Principle di 

Lembaga Amil 

Zakat: Studi 

pada LAZ 

Nurul Hayat, 

Surakarta 

Penelitian ini berisi tentang analisis terkait 

manajemen tata kelola amil yang baik juga 

menilai tata kelola amil berdasarkan ZCP di 

LAZ Nurul Hayat Surakarta. Hasil penelitian 

menyimpulkan LAZ Nurul Hayat Surakarta 

telah melakukan tata kelola amil yang cukup 

baik dan penerapan terkait Zakat Core Principle 

sudah dilakukan dengan baik mengenai tata 

kelola amil di lembaga tersebut. 

 

Penelitian ini sama 

sama meneliti 

implementasi Zakat 

Core Principle pada 

sebuah LAZ 

Perbedaan penelitian 

ini hanya 

menganalisis satu 

prinsip dalam ZCP 

yaitu Good Amil 

Governance dan 

pada lokasi yang 

berbeda 
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F. Landasan Teologis 

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus 

diketahui (al-ma’lum min ad-Dini bi adh-Dharururah). Jika seorang 

Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jalalah) atau baru 

masuk islam (hadis al-islam), maka ia telah kufur (Sahroni, 2018: 10). 

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai 

berikut : 

Firman Allah SWT..., 

يْهِمْ بهَِا وَصَل ِ  رُهُمْ وَتزَُك ِ ُ سَمِيْعٌ  خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدقََةً تطَُه ِ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتكََ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللَّه

  مٌ عَلِيْ 

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) 

menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka 

karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS : At-Taubah 

103) 

Ayat tersebut menjelaskan empat isi pokok yaitu, Pertama, 

perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang yang 

bertaubat kepada Allah SWT. Kedua, perintah untuk mendoakan orang 

orang yang bertaubat. Ketiga, pernyataan bahwa doa yang dipanjatkan 

akan menjadi ketentraman jiwa bagi orang-orang yang bertaubat. 

Keempat, pernyataan bahwa Allah maha mendengar dan maha 

mengetahui. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat dapat 

membersihkan jiwa dari kekikiran dan cinta berlebihan terhadap harta, 

zakat juga dapat mensucikan hati agar tumbuh sifat sifat kebaikan 

 Firman Allah SWT..., 

كِعِيْ  كٰوةَ وَارْكَعوُْا مَعَ الره لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ نَ وَاقَِيْمُوا الصَّ  

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang-orang yang rukuk. (QS Al-Baqarah 43) 

Dalam ayat tersebut menjelaskan dua isi pokok bahwa yang 

pertama, memerintahkan manusia agar melakukan shalat, selanjutnya agar 
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manusia melaksanakan zakat ketika sudah mencapai nisab, yang terakhir 

memerintahkan manusia untuk shalat berjamaah dan bermasyarakat. 

Kedua, ada tiga bagian yang penting dalam suatu hubungan bermasyarakat 

yaitu shalat, zakat, ruku‟. Shalat mengartikan hubungan Allah dengan 

hambanya. Zakat mengartikan hubungan manusia dengan pemerintah serta 

pemberian kepada masyarakat. Selanjutnya ruku’ mengartikan hubungan 

masyarakat itu bersatu seperti shalat berjamaah. 

Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarkat, 

terutama dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatkan kesejahteraan. 

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya seseorang yang 

profesional dalam melakukan tugasnya. Nabi Yusuf AS pernah 

mengeluarkan pernyataan yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut : 

  اِن ِيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ قَالَ اجْعلَْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْارَْضِ  

Artinya : “Jadikanlah aku (Yusuf) bendaharawan negara (Mesir), 

sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi 

berpengetahuan.” (QS Yusuf : 55) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk menduduki suatu profesi , 

seseorang haruslah akuntabel dan profesional. Beberapa literatur fiqh, 

menyebutkan bahwa pengelola zakat setidaknya harus: muslim, mukallaf 

(akil baligh), amanah, mengerti dan memahami dengan baik hukum-

hukum zakat, dan mengerti pekerjaan yang dilakukannya dengan penuh 

tanggung jawab (Kementrian Agama RI, 2015: 15). 

Tata kelola zakat yang baik memerlukan amil yang berilmu 

amanah dan jujur. Dalam sebuah hadis disebutkan ancaman bagi pengelola 

zakat yang tidak beretika : 

؟ِ قَالَ: إذِاَ وُسِ دَ الْْمَْرُ إلَِى إذِاَ ضُيِ عتَِ الْْمََانَةُ  فَانْتظَِرِ السَّاعَةَ. قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتهَُا يَا رَسُولَ اللََّّ

 .غَيْرِ أهَْلِهِ فاَنْتظَِرِ السَّاعَةَ 

Artinya: “ Jika amanat disia-siakan, maka tunggulah saatnya 

kehancuran. Abu Hurairah bertanya ; bagaimana amanat itu disia-siakan 
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wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Jika suatu urusan diserahkan pada 

orang yang bukan ahlinya”. (HR. Imam Bukhari)  

Zakat memiliki peran yang signifikan untuk menjaga kestabilan 

ekonomi. Namun semua itu tidak terasa maksimal, jika para Amil yang 

mengurusi pengelolaan zakat di institusi zakat bukanlah orang yang 

profesional. Melalui implementasi Zakat Core Principle, zakat dapat 

berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Tata kelola zakat 

yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup mustahik dan 

memberdayakan mereka untuk keluar dari kemiskinan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah pendekatan metodologis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif kadang-

kadang dikenal sebagai metode etnografi sejak pertama kali diterapkan 

pada antropologi budaya. Selain disebut sebagai metode penelitian 

kualitatif, metode ini disebut juga netode penelitian nauralistik, hal ini 

dikarenakan metode ini dilakukan di lingkungan alami. Sehingga data 

yang di peroleh dengan menggunakan angka, perhitungan statistik atau 

bentuk lainnya, tetapi menggunakan data berupa deskripsi seperti ucapan 

atau tulisan dan perilaku yang di amati dari responden. Penelitian ini lebih 

berhububungan dengan data yang di temukan di lapangan melalui 

observasi, wawancara dan telaah dokumentasi (Sugiyono, 2018: 17). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menganalisis 

penerapan Zakat Core Principle (ZCP) pada tata kelola dan efektivitas 

pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Analisis data yang 

dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan 

untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. 

1. Tempat dan Waktu penelitian 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, terletak di Jalan H. Mardani 

No. 1, Brubuhan, Kecamatan Grendeng. Purwokerto Utara, Kabupaten 

Banyumas, menjadi lokasi dilakukannya penelitian ini. 2024. Sesuai 

surat keputusan (SK) dari KAKANWIL KEMENAG Provinsi Jawa 

Tengah No. 4132/KW.11.7/4/BA.03.2/06/2017, LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto merupakan salah satu UPZ di Purwokerto yang telah 

dihibahkan status hukumnya oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) tingkat kabupaten. Sesi penelitian dimulai pada bulan 

Oktober 2023 dan berlangsung hingga Oktober. Dari uraian tersebut 

peneliti memilih tempat tersebut untuk dilakukannya penelitian. 
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2. Subjek dan Objek data 

Subjek data dalam penelitian ini adalah informan yaitu para Amil 

yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto yang terdiri dari Bapak 

Surya Fajar Shiddik, S.Pt, Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt dan Bapak 

Hamid Mustofa serta para mustahik penerima zakat yaitu : Ibu 

Kanisem, Bapak Sarno dan Saudara Saeful Akbar dan Muzakki. Objek 

penelitian dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dinamakan 

“sosial situation” atau situasi sosial, terdiri dari tiga komponen yaitu 

place (tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas), yang 

berinteraksi secara strategis (Sugiyono, 2018: 285). Dalam hal ini 

objek penelitiannya adalah tata kelola dan pendistribusian zakat di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

B. Sumber data 

Sumber data yang di gunakan oleh peneliti ada dua yakni : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diambil dari peneliti melalui 

observasi wawancara langsung terhadap beberapa sumber yaitu : 

a. Bapak Surya Fajar Shiddik, S.Pt selaku Manajer Kelembagaan 

untuk memperoleh data mengenai tata keoloa zakat yang ada di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

b. Bapak Hamid Mustofa dan Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt selaku 

divisi pendistribusian untuk memperoleh data tentang 

pendistribusian zakat dan programnya. 

c. Manajemen keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto untuk 

memperoleh laporan keuangan berupa total penghimpunan dan 

penyaluran zakat dalam 3 tahun terkahir. 

d. Mustahiq untuk mengetahui pendistribusian zakat dari sisi 

Mustahiq. 

2. Data Sekunder biasa disebut data dokumentasi. Data sekunder dari 

penelitian ini berupa buku, jurnal, internet atau perangkat lain yang 

berhubunga dengan penelitian. 



43 
 

 
 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Sukmadinata (2005) mengartikan observasi disebut juga 

pengamatan sebagai suatu teknik atau strategi pengumpulan informasi 

dengan cara mengawasi kegiatan yang terjadi di sekitar. 

Observasi/pengamatan dapat dilaksanakan secara non partisipatif atau 

partisipatif. Observasi partisipatif melibatkan pengamat yang terlibat 

dalam berbagai kegiatan. Apabila seseorang mengamati sesuatu tanpa 

mengambil bagian di dalamnya, maka ia dikatakan tidak partisipatif 

(Hardani dkk, 2020: 124). 

Oleh karena itu, observasi adalah cara metodis untuk 

mengumpulkan data langsung dan tidak langsung tentang item 

penelitian. 

Dalam hal ini peneliti mengamati proses tata kelola dan 

pendistribusian dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

2. Wawancara 

Pertukaran pertanyaan dan respons lisan dengan tujuan tertentu 

antara dua orang atau lebih disebut wawancara. Dua orang melakukan 

wawancara: orang yang diwawancara memberikan jawaban, sedangkan 

pewawancara mengajukan pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba 

(1998), tujuan wawancara adalah untuk menciptakan gambaran tentang 

orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, dan lain-lain (Hardani dkk, 2020: 137).  

Peneliti melakukan wawancara dengan manajer Kelembagaan yaitu 

Bapak Surya Fajar Shidik, S.Pt untuk memperoleh data mengenai tata 

kelola zakat yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Divisi 

pendistribusian yaitu Ibu Uswatun Khasanah, S.Pt dan Bapak Hamid 

Mustofa untuk memperoleh data mengenai pendistribusian zakat dan 

programnya, Manajemen keuangan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 
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untuk memperoleh laporan keuangan berupa total penghimpunan dan 

penyaluran zakat dalam 3 tahun terkahir, dan Ibu Kanisem selaku 

Mustahiq untuk mengetahui pendistribusian zakat dari sisi Mustahiq. 

3. Dokumentasi 

Sugiyono (2015) mengartikan dokumentasi sebagai catatan 

peristiwa sejarah; dapat berupa tulisan, ilustrasi, atau karya penting 

seseorang. Buku harian, memoar, narasi, peraturan, kebijakan, dan lain 

sebagainya merupakan beberapa jenis dokumen tertulis. Gambar dalam 

dokumen dapat berupa gambar, sketsa, gambar still life, dan lainnya. 

Beberapa contoh dokumentasi karya seni adalah patung, gambar, film, 

dan kreasi seni lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan 

observasi dan wawancara merupakan komponen tambahan dari studi 

dokumen (Hardani dkk, 2020: 164). 

Untuk menunjang proses penelitian, peneliti menggunakan 

dokumen berupa laporan keuangan lembaga, foto ataupun gambar 

program yang dijalankan pada proses penelitian. 

D. Uji Keabsahan Data 

Kebenaran data selanjutnya harus diperiksa berdasarkan data 

penelitian kualitatif yang telah dikumpulkan. Metode triangulasi adalah 

alat yang digunakan dalam hal ini. Teknik pengumpulan data yang 

menggabungkan pendekatan dan sumber data yang berbeda disebut 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan dengan 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2018: 315) 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

(Sugiyono, 2018: 316) 

2. Triangulasi Teknik 
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Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi atau kuesioner. Apabila berdasarkan teknik 

pengumpulan data tersebut didapatkan hasil yang berbeda maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang benar atau 

mungkin semuanya benar karena sudut pandang yang berbeda-beda 

(Sugiyono, 2018: 315) 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Oleh karena itu dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2018: 317). 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data model Miles dan Huberman digunakan oleh 

para peneliti dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman (1984), 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Analisis terdiri dari tiga aliran operasi secara bersamaan. Pertama, 

reduksi data (data reduction) kedua, penyajian data (data display); dan 

ketiga, penarikan kesimpulan (conclusion drawing) (Sugiyono, 2018: 

321). 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan memepermudah peneliti untuk 
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan (Sugiyono, 2018: 323). Data yang diperoleh dari penelitian 

ini merupakan hasil dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 

dengan pihak lembaga LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

2. Penyajian data (data display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya (Sugiyono, 

2018: 325). Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan 

semakin mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Setelah melakukan langkah-langkah diatas maka langkah selanjutnya 

adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementar, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti 

yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian, kesimpulan dalam penelitian penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungki juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada dilapangan (Sugiyono, 2018: 

329). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

1. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Irsyad Purwokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto beroperasi di bawah arahan 

Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan menghimpun zakat, 

infak, dan sedekah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat 

kurang mampu melalui program sosial kemanusiaan, dakwah, 

pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Lazis Mafaza, Unit 

Kesejahteraan Sosial (UPM) MAFAZA (Masjid Fatimatuzzahra), 

didirikan pada tahun 2004 dan berganti nama menjadi Lazis Mafaza 

Peduli Ummat pada tahun 2010. Komunitas Masyarakat Muslim 

Banyumas (KMMB) mempunyai pewaris spiritual dalam program 

Lazis Mafaza Peduli Ummat yang jangkauan inovatif meluas dari 

layanan sosial konvensional hingga tim tanggap darurat berbasis 

masjid. Sebagai reaksi atas perubahan undang-undang pengelolaan 

zakat yang memisahkan kata “Laz” dari kata “Yayasan”, Lazis Mafaza 

Peduli Ummat berganti nama menjadi Laz Al-Irsyad Al Islamiyyah 

Purwokerto pada tahun 2016. 

Pada tahun 2021, Organisasi ini kembali berganti nama menjadi 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. Sejalan dengan Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 949 Tahun 2020 tentang Peresmian Lembaga, 

Lembaga Amil Zakat Nasional Al Irsyad Kabupaten Banyumas 

Provinsi Jawa Tengah resmi berganti nama menjadi LAZNAS Al 

Irsyad Purwokerto terhitung sejak Juni 2021. Bantuan telah disalurkan 

ke seluruh wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, Cilacap, dan Kebumen) sebagai hasil upaya empat program 

utama LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto: pendidikan 

(menyelenggarakan pendidikan bermutu), kesehatan (meningkatkan 

taraf hidup masyarakat), sosial kemanusiaan (membantu mereka yang 
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membutuhkan), dan dakwah (mempromosikan Islam). Berkat prestasi 

tersebut, lahirlah lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodakoh (ZIS) 

yang handal. 

Gambar 1.1 

Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

 

2. Visi,misi dan Tujuan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

a. Visi : 

Terwujudnya masyarakat yang berdaya melalui pelayanan, 

pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang 

berkeadilan. 

b. Misi : 

1) Edukasi masyarakat seputar keutamaan dan kewajiban zakat. 

2) Menjadi gerakan masyarakat yang mendorong perubahan 

tatanan yang harmonis. 

3) Mendorong sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4) Membangun lembaga berkelas nasional dalam pelayanan, 

pembelaan dan pemberdayaan. 

c. Tujuan : 

1) Keberhasilan implementasi inisiatif reformasi sosial yang 

melibatkan beberapa kelompok yang bekerja sama untuk 

memajukan pertumbuhan ekonomi. 
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2) Berpartisipasi aktif dalam mendorong pengembangan 

kebijakan yang membantu masyarakat kurang mampu. 

3) Berkembang menjadi kelompok yang menghasilkan anggota 

masyarakat terkemuka secara luas. 

4) Penerapan analisis strategis dan sinergi usaha nasional. 

5) Pelembagaan tata kelola perusahaan sesuai dengan mandat 

hukum yang berlaku. 

6) Memperoleh otonomi bagi organisasi melalui perluasan, 

intensifikasi, dan diversifikasi sumber daya tersebut 

 

3. Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad purwokerto 

Gambar 1.2 

Struktur Organisasi LAZNAS Al-Irsyad purwokerto 

 

Adapun pembagian tugas dari tiap divisi di LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto adalah sebagai berikut : 

a. Dewan pengawas syariah, adalah dewan yang ditunjuk oleh dewan 

pengurus. Tugasnya termasuk memberi nasihat tentang catatan 
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keuangan lembaga, mengawasi keuntungan yang dihasilkan, dan 

melakukan audit tahunan atas keuangannya. 

b. Dewan pengurus adalah dewan yang ditunjuk langsung oleh 

Yayasan untuk membantu dewan pelaksana dalam hal-hal seperti 

penetapan kebijakan umum, persetujuan program kerja dan rencana 

anggaran tahunan, serta pemilihan dan pemberhentian dewan 

pelaksana. mempunyai tugas dan hak memberi nasehat, nasihat, 

dan persetujuan kepada seluruh pengurus dalam melaksanakan 

program kerja lembaga. 

c. Direktur adalah orang perseorangan yang membawahi pekerjaan 

LAZNAS Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto dan diakui serta 

diberi wewenang oleh pengurus. Mereka mengawasi dan 

mengarahkan pelaksanaan program kerja lembaga serta mengawasi 

dan mengkoordinasikan setiap divisi dalam hierarki dewan 

pengurus. 

d. Divisi kelembagaan, adalah divisi yang bertugas mencatat 

pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga, menerbitkan 

laporan keuangan dengan sepengetahuan dan persetujuan direktur 

sesuai dengan peraturan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan, 

membuat akuntansi keuangan yang dapat diakses publik, membuat 

laporan keuangan yang disampaikan dan ditinjau setiap 

minggunya. , bulanan, dan tahunan sesuai dengan PSAK 109 

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang zakat, mencatat 

surat masuk dan keluar, mencatat permintaan bantuan, membuat 

dan menyusun rencana pelaksanaan program kerja, 

menyelenggarakan pengajian dan pelatihan amil untuk 

meningkatkan etos kerja, mempekerjakan administrator dengan 

persetujuan direktur 

e. Divisi fundraising, merupakan suatu bagian yang tugasnya antara 

lain mengedukasi masyarakat tentang ZIS, penggalangan dana 

sesuai hukum syariah, membantu masyarakat berdonasi, 
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merencanakan dan menyelenggarakan acara penggalangan dana, 

serta menyusun aturan atau standar operasional prosedur (SOP) 

yang diperlukan dalam melaksanakan operasional penggalangan 

dana dan diakui telah diberi wewenang oleh direktur. Divisi 

penggalangan dana LAZ Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto telah 

menjalankan kewajiban divisinya melalui sejumlah acara 

penggalangan dana. Empat sub-divisi dengan tanggung jawab 

berbeda dibentuk untuk melaksanakan upaya penggalangan dana 

ini. Divisi yang membentuk sub divisi adalah: desain, IT, 

kolaborasi komunitas, layanan eksternal, dan konsumsi. 

f. Divisi program, bertugas menyalurkan dana ZIS kepada 

masyarakat kurang mampu/mustahik sesuai syariat Islam. 

Membuat peraturan atau SOP yang diperlukan untuk menyiarkan 

efektivitas program pembagian, menyusun dan menyiapkan 

program kegiatan, melaporkan dan menyiarkan program kegiatan 

mingguan, bulanan, dan tahunan, serta menawarkan layanan 

advokasi kepada mustahik dan masyarakat miskin ketika mereka 

membutuhkannya. 

g. Divisi Marketing dan Komunikasi, adalah divisi yang bertugas 

merumuskan peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) 

yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan divisi pemasaran dan 

komunikasi, serta merumuskan strategi untuk mendukung kegiatan 

pemasaran, membuat konsep dan memproduksi konten, desain, 

serta mendidik jurnalis, videografer, dan jurnalis. tentang ilmu ZIS 

dan kegiatan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melalui sosial media 

sharing dalam upaya mendorong pertumbuhan donatur. 

4. Program-program LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Beberapa program yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

adalah : 
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a. Program Dakwah 

1) Dayamas (Dai Sahabat Masyarakat) adalah program pembinaan 

yang dirancang untuk meningkatkan standar hidup di daerah 

pedesaan, yang sebagian besar masih belum berkembang. 

Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan penduduk 

pedesaan, meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan 

masyarakat, serta meningkatkan produksi dan kesejahteraan 

komunal adalah tujuannya. 

2) Mensosialisasikan ajaran Sedekah Al-Qur'an Nusantara, sebuah 

program sedekah berbasis Al-Quran yang berupaya mendorong 

umat Islam untuk membantu menghilangkan ketidaktahuan 

masyarakat terhadap Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan 

terhadap Al-Quran. 

3) Apresiasi Guru Al-Qur'an, salah satu penghargaan yang 

diberikan kepada para pengajar Al-Qur'an yang tak 

tergoyahkan komitmennya dalam mendidik generasi penerus 

tentang kitab suci. 

b. Program Pendidikan 

1) Beasiswa Orang Tua Asuh (OTA), sebuah inisiatif yang 

berfokus pada pendidikan yang membantu mahasiswa 

berpenghasilan rendah. Pembebasan biaya pendidikan 

merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan keuangan 

berupa SPP. 

2) Beasiswa Yatim Piatu (BUY), program pendanaan pendidikan 

untuk anak yatim dhuafa yang berasal dari anak usia sekolah 

(SMP/MTs dan SMK/SMA), dan beasiswa sering kali 

mencakup sebagian biaya sekolah atau biaya bulanan. 

3) Beasiswa Cendekia Mahasiswa, pada dasarnya adalah skema 

subsidi pendidikan yang dirancang khusus untuk siswa/siswi. 

Penerima harus memenuhi persyaratan prestasi akademik dan 

ekstrakurikuler. Masyarakat menengah ke bawah bahkan 
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kurang mampu diberikan akses terhadap program ini agar 

mereka dapat melanjutkan pendidikan. 

4) Pendidikan Guru TPQ, yaitu serangkaian latihan pendidikan 

untuk guru TPQ yang mencakup informasi tentang strategi 

pengajaran, administrasi TPQ, dan topik terkait anak lainnya. 

Sertifikat PG TPQ setara dengan Diploma 1 bidang pendidikan. 

c. Program Sosial Kemanusiaan 

1) Al-Irsyad Benah Rumah, Tempat LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto menyelenggarakan inisiatif “Banyumas Benah 

Rumah” yang bertujuan untuk membebaskan umat Islam dari 

kehidupan yang tidak layak dan memberikan mereka 

kehidupan yang lebih terhormat dengan menerapkan standar 

pada setiap tempat tinggal yang terkait dengan komponen 

keselamatan dan kesehatan. 

2) Tujuan darib. Tujuan dari program Sedekah Air Bersih, yang 

sering disebut dengan sedekah air, adalah untuk menjamin 

kota-kota yang mengalami kekeringan memiliki akses terhadap 

air minum. 

3) Senyum Janda Dhuafa, Secara khusus, tujuan program ini 

adalah untuk membantu mereka yang menderita disabilitas 

berat dan membutuhkan bantuan dari luar. 

4) Al-Irsyad tanggap Bencana, Merupakan program yang 

disiapkan untuk membantu individu yang terkena dampak 

bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung 

berapi, dan lain sebagainya. 

d. Program Kesehatan 

1) Klinik Dhuafa, layanan kesehatan gratis untuk masyarakat 

dhuafa, berupa pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat oleh 

dokter, posyandu lansia, khitanan, dokter sahabat anak dan 

bakti sosial kesehatan di desa rawan kemiskinan. 



54 
 

 
 

2) Ambulance Dhuafa, akomodasi antar jemput pasien dan 

jenazah untuk dhuafa. Juga bertidak sebagai pendamping 

pasien dalam mengakses birokrasi rumah sakit dan sebagainya. 

B. Tata kelola zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi good 

governance, indikator yang digunakan dalam menganalisis good 

governance meliputi pengungkapan terhadap Transparacy (keterbukaan), 

Accountanbility (dapat dipertanggungjawabkan), Responbility 

(pertanggungjawaban) Independency (kemandirian), serta fairness 

(keadilan) (Yulianti, 2016). 

Berikut pemaparan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 

penerapan tata kelola yang baik pada lembaga zakat berkaitan dengan 

dimensi Good Governance di LAZNAS Al Irsyad Purwokerto. 

1. Transparacy (keterbukaan) 

Transparansi adalah keterbukaan lembaga zakat dalam 

menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 

dalam pengelolaan zakat. Transparansi juga memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga 

sekaligus sebagai proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 

dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai 

lembaga (Wijayati, 2021).  Dari hasil penelitian berupa wawancara 

dengan Bapak Surya Fajar Sidik S.Pt yaitu sebagai berikut : 

”Untuk keperluan transparansi pertama di internal menyangkut 

divisi kelembagaan yaitu semua terkait laporan keuangan ada di 

dashboard dan bisa diakses oleh semua lini menurut saya untuk di 

internal sudah transparan semua orang bisa tau kondisi keuangan di 

LAZNAS Al-Irsyad,kemudian untuk eksternal yaitu laporan laporan 

kegiatan kinerja kita publikasikan melalui media sosial, lewat website 

yang bisa diakses serta nomer wa yang menerima kritik saran dan 

masukan” 
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 Transparansi yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

dilakukan melalui media online berupa dashboard website dan media 

sosial yang berisi laporan keuangan yang meliputi penghimpunan dan 

penyaluran dana Zakat, Infak dan Shodaqoh bisa diakses oleh semua 

stakeholder dan masyarakat umum serta informasi laporan kinerja 

lembaga zakat terkait kegiatan dan program kerja yang terlaksana. 

Berikut beberapa media informasi yang disediakan oleh LAZNAS 

Al-Irsyad Purwokerto sebagai bentuk layanan transparansi dalam tata 

kelola zakat : 

Tabel 1.9 

Media Informasi dan komunikasi digital LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto 

No Media Portal Site 

1. Website Resmi www.LAZNASalirsyad.org 

2. Instagram LAZNASalirsyadpurwokerto 

3. Youtube LAZNASalirsyad 

4. X LAZNASalirsyad 

5. Facebook LAZNASalirsyad 

6. Tiktok LAZNASalirsyad 

7. Wa 082133090893 

Sumber: LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Segala informasi terkait pengelolaan zakat berupa laporan aktivitas 

pelaksanaan program dan laporan keuangan dana terhimpun dan 

tersalurkan dalam berbagai macam kegiatan program yang 

dilaksanakan LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dapat diakses dengan 

mudah oleh stakeholder dan masyarakat umum melalui layanan media 

diatas. 

2. Accountanbility (dapat dipertanggungjawabkan) 

Akuntanbilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

tanggungjawab internal lembaga dalam setiap kegiatan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan merupakan instrumen yang 

harus di evaluasi lembaga zakat sebagai bentuk tanggungjawab. 

Akuntanbilitas pada pengelolaan zakat merupakan aspek penting untuk 

memastikan pengelolaan zakat yang baik (suhairi et al., 2022). 

http://www.laznasalirsyad.org/
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LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mempertanggungjawabkan setiap 

kegiatan pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Berikut adalah pernyataan yang disampaikan oleh bapak 

surya fajar Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu sebagai 

berikut : 

“Untuk prinsip akuntanbilitas kita ada breakdown kegiatan harian 

dan bulanan,dari kegiatan bulanan di breakdown oleh teman teman 

manajer disini peran dari akuntanbilitas jadi teman-teman dari tiap 

divisi tau kenapa dikasih tugas itu tujuannya agar target bulanan 

tercapai sesuai dengan RKT itulah skema kita dalam melaksanakan 

akuntanbilitas, selanjutnya akuntanbilitas dan transparansi itu 

memiliki kemiripan, kita tiap hari kebutuhan internal itu di closing 

jadi tahu bahwasanya hari ini dapat berapa, menyalurkan berapa, dan 

yang perlu kita garis bawahi, prinsip catatan keuangan di kita yang 

untuk kebutuhan maslahat terutama para donatur lebih paham tentang 

prinsip keuangan berbasis cash flow, sedangkan ketentuan satuan 

akuntansi syariah PSAK 409 harusnya akrual, jadi kita sedang proses 

kesana untuk membuat laporan bulanan, sekarang laporan bulanan 

masih berpatokan dengan cash basis, kemudian aturan kita dalam 

menerima donasi juga masih sama yaitu masih acuannya cash basis 

kita bicara akuntanbilitas, jadi penerimaan yang diterima baru kita 

catat kalo sebatas komitmen tidak kita catat jadi itu ruang lingkupnya 

disana, namun untuk penyaluran atau pengeluarannya kita prinsip 

pencatatannya pakai akrual jadi berbeda tidak dipukul rata sama, jadi 

tiap hari bisa dimonitor saldo kita berapa” 

Selain mempertanggungjawabkan setaiap kegiatan pengelolaan, 

untuk meningkatkan kepercayaan muzakki LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto juga menerapkan pengendalian internal melalui audit. 

Audit yang dilakukan 1 (satu) tahun sekali oleh Kantor Akuntansi 

Publik (KAP) dan Auditor syariah. Kemudian laporan keuangan akan 

di publish melalui berbagai media. Menurut data yang diperoleh 
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peneliti, di tahun 2022 LAZNAS Al-Irsyad melakukan audit keuangan 

oleh KAP Prof. Dr. Tarmidzi Achmad, MBA., AK., CPA., CA., CFE., 

CfrA., CPI dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Opini WTP merupakan yang tertinggi dalam laporan keuangan dari 

Kantor Akuntansi Publik (KAP), Opini WTP pada laporan keuangan 

LAZNAS Al-Irsyad menjadi bukti bahwa pengelolaan dana ZIS telah 

sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia. 

3. Responbility (pertanggungjawaban) 

Responbilitas merupakan tanggungjawab setiap lembaga dalam 

mematuhi tugas, aturan serta kebijakan lembaga, tanggungjawab 

tersebut bukan hanya sekedar tanggungjawab dalam lingkup internal 

tetapi juga kepada stakeholder dan masyarakat umum (Hasibuan & 

Juliati Nasution, 2024). Lembaga amil zakat harus tanggap dalam 

pelayanan kepada masyarakat  baik bertanggungjawab kepada muzakki 

dan bertanggungjawab kepada mustahik. 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melakukan pertanggungjawaban 

kepada muzakki  Serta pertanggungjawaban kepada mustahiq. Bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan kepada muzakki adalah berupa 

laporan- laporan, transparansi data data serta laporan keuangan yang 

dapat daikses oleh masyarakat umum. Dengan laporan-laporan yang 

rutin tersebut dapat meningkatkan rasa kepercayaan muzakki terhadap 

lembaga. 

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik yaitu 

menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Bapak Surya fajar Sidik S.Pt selaku manajer 

kelembagaan yaitu : 

“Terkait dengan itu kita prinsipnya bahwasanya zakat itu 

disalurkan untuk asnaf sesuai dengan ketentuan syariah dan kita 

laporkan kepada donatur secara berkala hal ini berhubungan dengan 

prinsip transparansi.” 



58 
 

 
 

4. Independency (kemandirian) 

Kemandirian dapat dijadikan sebagai bukti aktual sebuah lembaga 

dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing. Lembaga harus 

memiliki tata kelola yang efektif dan efisien sehingga mampu 

melakukan sendiri tanpa ada intervensi dari pihak lain (Hasibuan & 

Juliati Nasution, 2024). 

Dalam PP No. 14 Tahun 2014 LAZ wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah. 

BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintah (non-struktural) yang 

bersifat mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden 

melalui Menteri Agama. Sehingga BAZNAS maupun LAZ tidak dapat 

diintervensi oleh pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

“Gak ada kepentingan pihak tertentu karena ada komitmen dari 

para pengurus dan pakta integritas bahwasanya dalam pengambilan 

keputusan tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain, jadi 

kami dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job 

dan RKT jadi benar-benar terealisasi dan terarah” 

Meskipun secara hukum LAZ merupakan lembaga sosial yang 

didirikan melalui kewenangan pemerintah. Namun dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dan terbebas dari intervensi 

ataupun kepentingan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan dasar 

hukum yang ada. Akan tetapi kebijakan dari pemerintah juga 

berpengaruh terhadap kinerja lembaga zakat. 

5. fairness (keadilan) 

Prinsip keadilan merupakan perlakuan adil dan setara dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder dan masyarkat umum yang timbul 

berdasarkan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. 

Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan zakat diperlakukan secara setara (Baihaqi & Ulfa, 2022). 
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Sebagai lembaga yang mengelola zakat, infaq dan sedekah 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto harus berusaha semaksimal mungkin 

untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana kepada pihak-pihak 

yang berhak mendapatkannya. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Surya Fajar 

Sidik S.Pt selaku manajer kelembagaan yaitu : 

“Kita ada SOP terkait kriteria penerima manfaat nanti diliat lagi 

sesuai dengan putusan dewan syariah porsi untuk penyaluran dana 

zakat itu berapa, jadi peran dewan syariah memberikan raw 

bahwasanya dana zakat kita disalurkan sesuai porsinya sesusai 

putusan dewan syariah, jadi prinsip kita itu untuk penyaluran ketika 

ada saldo dan sudah dia acc melalui banyak instrumen sudah diajukan 

berkasnya lengkap sudah di survey sudah di acc direktur/wakil 

direktur sesuai dengan skalanya masing-masing pasti akan 

tercairkan” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam pentasarufan bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

sudah cukup adil dan berupaya untuk mentasarufkan bantuan kepada 

yang benar-benar layak menerimanya dengan melalui banyak tahapan 

sehingga berupaya untuk mentasarufkan secara tepat sasaran. 

Selain itu bentuk prinsip keadilan yang diberikan kepada muzakki 

yaitu dalam bentuk pemanfaatan media pembayaran yang mudah dan 

sederhana diwujudkan dengan penggunaan beberapa metode transaksi. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jamal 

sebagai salah satu Muzakki : 

“Untuk media pembayaran saya rasa sudah cukup adil karena 

disana sudah disediakan beberapa metode pembayaran dengan 

beberapa rekening yang tersedia, jadi ketika saya tidak memiliki 

rekening BSI disana disediakan rekening yang lainnya” 

Dalam pembayarannya yang pertama, muzakki dapat langsung 

datang ke kantor yang beralamat di Jl. H. Madrani No. 1, Grendeng 
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Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah. Kedua, LAZNAS Al-

Irsyad juga menerima layanan jemput zakat dan donasi dimana divisi 

fundraising akan datang ke tempat muzakki yang akan menyalurkan 

dana kepada LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, jadi muzakki tidak harus 

datang ke kantor untuk menyerahkan dana. Ketiga, yaitu transfer 

melalui ATM dan Mobile banking melalui rekening zakat, infak dan 

dana sosial keagamaan lainnya melalui rekening yang tersedia.  

Keempat, yaitu pembayaran melalui metode QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standart) yaitu sebuah penyatuan dari semua kode 

QR dari penyelenggara jasa sistem pembayaran. Industri  sistem 

pembayran bekerja sama dengan Bank Indonesia mengembangkan 

QRIS agar proses transaksi dengan QR code lebih mudah, cepat dan 

terjaga keamanannya. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah 

menggunakan metode pembayaran ini sejak tahun 2021, Bank 

Indonesia menyusun peraturan ini kepada semua lembaga filantropi. 

Gambar 1.3 

Rekening LAZNAS Al-Irsyad 

 

Uraian di atas menjelaskan bahwa LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

telah menjalankan prinsip keadilan dengan memberi perlakukan yang 

adil baik kepada muzakki maupun mustahiq. 
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C. Distribusi dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Kegiatan distribusi pada pengelolaan zakat merupakan aspek yang 

sangat penting. Pendistribusian zakat merupakan salah satu tugas dari 

Organisasi Pengeloal Zakat (OPZ) yang tertuang dalam Undang-undang 

No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam 

pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Tujuan dari OPZ 

adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

zakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menanggulangi 

kemiskinan. 

LAZNAS Al Irsyad purwokerto merupakan lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam penghimpunan zakat infaq dan shodaqoh. Seperti 

pernyataan dalam wawancara yang dilakukan bersama hamid mustofa 

selaku manager program : 

“Untuk dana yang kita himpun di LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat 

infaq dan sedekah. Untuk infaq terbagi lagi ada infaq terikat dan infaq 

tidak terikat.” 

Jadi, secara umum dana yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad 

yaitu zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS). Dimana dana yang dihimpun 

tersebut selanjutnya akan di salurkan kepada golongan orang yang berhak 

menerima zakat yaitu Mustahiq. Dalam pendistribusiannya dana zakat 

hanya disalurkan kepada  golongan mustahik sesuai dengan Al-Qur’an 

surah at-Taubah ayat 60. Golongan mustahiq ada delapan yaitu ; fakir, 

miskin, amil, muallaf, riqob (budak), gharimin (orang yang memiliki 

hutang), ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) dan fi sabilillah (orang 

yang berada dijalan Allah).  

Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat ke 

delapan golongan mustahik kecuali riqhab. Berikut  wawancara yang 

dilakukan bersama hamid mustofa selaku manager program: 

“Dana zakat yang dihimpun kemudian akan di salurkan kepada 

mustahik sesuai syariat islam, dimana dalam Q.S At-Taubah ayat 60 
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dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, 

muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil dan fisabilillah. Namun dalam 

pemberian bantuan zakat pada saat ini tidak semua golongan mustahik itu 

ada, Contohnya Riqhab atau budak.” 

Dalam pendistribusian yang dilakukan LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto terdapat beberapa program yakni : 

“Di LAZNAS Al-Irsyad memiliki 4 program pendistribusian yaitu 

program Dakwah, Program Sosial kemanusiaan, program pendidikan dan 

program kesehatan, dimana tiap program besar tersebut dibagi lagi 

menjadi beberapa program pada program dakwah ada program 

pendidikan guru TPQ, DAYAMAS/Dai pemberdaya masyarakat, lalu di 

program sosial kemanusiaan ada yatim gemilang senyum janda dan bedah 

rumah, di program bendidikan ada beasiwa OTA dan BUY, untuk 

program kesehatan kita ada Klinik Mafaza”. 

Dari pernyataan di atas pada kegiatan pendistribusian terbagi 

dalam empat progam besar yang menjadi tujuan pendistribusian yaitu ; 

program dakwah, program sosial kemanusiaan, program pendidikan dan 

program kesehatan. Dimana program besar tersebut dibagi lagi menjadi 

sub program 

Dalam penerimaan dana, ada dua cara mustahik dapat menerima 

dana yang akan disalurkan yaitu : 

”Ada dua cara mustahik dapat menerima bantuan dana, yang 

pertama kita mencari mustahik, kita memiliki data calon mustahik yang 

nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah calon mustahik tersebut 

berhak menerima bantuan dana atau tidak, yang kedua datang langsung 

ke kantor untuk melakukan pengajuan bantuan atau mengisi form 

pengajuan bantuan secara online melalui from yang tersedia di website 

kita,  yang nantinya juga akan melalui proses survey. Untuk program yang 

sifatnya produktif seperti bantuan usaha calon mustahik haruslah sudah 

berdaya dalam artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi 

kebutuhan sehari hari, karena ketika program yang sifatnya produktif 
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diberikan kepada calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal 

konsumtif di khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk 

kebutuhan sehari-harinya. Dan untuk perogram yang sifatnya produktif 

kita ada pembinaan dan monitoring evaluasi. 

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas, mustahik 

dalam menerima menerima bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

ada dua cara yakni yang pertama, pendataan langsung oleh pihak lembaga 

dan yang kedua mustahik dapat melakukan pengajuan bantuan dengan dua 

cara yaitu secara langsumg dan tidak langsung. Secara langsung Mustahiq 

datang ke kantor untuk melakukan pengajuan bantuan dari Lembaga dan 

secara tidak langsung Mustahiq dapat melakukan pengajuan melalui form 

pengajuan bantuan yang tersedia di website resmi LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto. 

Pemberian bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto memiliki 

dua jenis yaitu konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif disalurkan 

dengan cara memberikan bantuan langsung kepada mustahiq sesuai 

dengan kebutuhannya dengan program yang tersedia di LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto yakni; program dakwah, program sosial kemanusiaan, 

program pendidikan dan program kesehatan. Sedangkan pemberian 

bantuan secara produktif diberikan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

memiliki kriteria khusus yaitu calon mustahiq haruslah berdaya dalam 

artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari 

hari, karena ketika program yang sifatnya produktif diberikan kepada 

calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal konsumtif di 

khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan sehari-

harinya. Program produktif ini mustahiq tidak hanya mendapatkan bantuan 

saja akan tetapi mustahiq mendapatkan pembinaan, permberdayaan dan 

evaluasi dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

Program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tidak 

seluruhnya menggunakan dana zakat tetapi ada yang menggunakan dana 
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infaq sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama divisi 

pentasarufan. 

“Pada program pendistribusian tidak semua program 

menggunakan dana zakat ada yang menggunakan dana infaq, beberapa 

program yang menggunakan dana zakat yaitu PGTPQ, waktu penyaluran 

program PGTPQ itu selama program berjalan biasanya dimulai 

juli/agustus, dan wisuda maret/april atau selama 7 bulan, Program 

senyum janda santunan dhuafa, marbot disalurkan setiap bulan rutin di 

minggu kedua, lalu ada program beasiswa OTA (Orangtua Asuh) dan 

Beasiswa BUY (Biaya Untuk Yatim) itu disalurkan satu semester sekali 

dan ada bantuan usaha disalurkan sekali saja”. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan pendistribusian pada setiap program di LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto tidak semuanya menggunakan dana zakat, beberapa asnaf 

yang pentasarufannya diberikan menggunakan dana zakat yaitu fakir (pada 

program senyum janda, santunan dhuafa), dan fisabilillah (pada program 

PGTPQ, santunan marbot, dan beasiswa OTA/BUY) ketika bagian 

tersebut tidak mencukupi maka akan dibantu dengan adanya 

penghimpunan dana infaq sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya. 

Adapun program pendistribusian yang khusus menggunakan dana 

zakat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Program sosial 

Pada program sosial peneliti mewawancarai Bapak Hamid Mustofa 

selaku manajer pendistribusian beliau menyatkan bahwa : 

 “Untuk program sosial yang khusus kita menggunakan dana zakat 

itu ada pada program senyum janda dan santuan dhuafa. Untuk 

bentuk pentasarufannya kita salurkan setiap bulan berupa kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh mustahik pada saat itu dengan nilai Rp. 

1.000.000 dan rutin kita salurkan setiap bulan” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk program 

sosial penyaluran dilakukan rutin setiap bulan, dengan nilai penyaluran 
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sejumlah Rp. 1.000.000,- bantuan tersebut diberikan dengan sesuai apa 

yang dibutuhkan oleh mustahiq. Salah satu mustahiq program sosial di 

daerah grendeng yaitu Ibu Kanisem menyatakan bahwa : 

“Biasanya tim penyaluran akan menanyakan apa yang 

dibutuhkan, seperti waktu saya sulit mendapatkan air bersih untuk 

konsumsi sehari-hari, kemudian pihak LAZNAS meringankan dengan 

memberi sumur bor” 

Bapak Sarno sebagai penerima santunan marbot menyatakan : 

“Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu saya dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari” 

Pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa penyaluran zakat 

yang dilakukan oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dilakukan 

dengan mencari tahu hal yang sedang dibutuhkan oleh mustahiq pada 

periode penyaluran tersebut yang dilakukan rutin setiap bulan. 

2. Program Dakwah 

Pada program dakwah penyaluran menggunakan dana zakat dilakukan 

untuk membiayai program kerja pendidikan guru TPQ. Hamid 

Mustofa selaku manajer pendistribusian menyatakan bahwa : 

“PGTPQ merupakan bentuk apresiasi terhadap para guru ngaji 

yang telah mendedikasikan diri sepenuhnya untuk menghasilkan 

generasi qur’ani, untuk penyalurannya sendiri kita pendidikannya 

yaitu selama 7 bulan atau 30 pertemuan” 

 Pernyataan diatas dijelaskan bahwa untuk penyaluran program 

dakwah dilakukan dalam bentuk program kerja bernama pendidikan 

guru TPQ dimana masa  pendidikannya yaitu selama 7 bulan. 

3. Program pendidikan 

Pendistribusian zakat pada program pendidikan disakurkan melalui 

program kerja Beasiswa OTA/BUY yang disalurkan setiap satu 

semester atau 6 bulan sekali. Berikut merupakan pernyataan bapak 

Hamid Mustofa selaku manajer pendistribusian : 
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 “untuk program beasiswa OTA/BUY di prioritaskan kepada anak-

anak dhuafa dan yatim dhuafa, adapun kisaran dana untuk tingkat 

SMP adalah Rp 900.000, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK adalah 

Rp. 1.200.000 per semester. Dan untuk penyalurannya langsung 

dibayarkan ke pihak sekolah oleh staff penyaluran” 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk progran 

pendidikan yaitu beasiswa OTA/BUY disalurkan setiap  bulan atau 

setiap satu semester dengan kisaran untuk jenjang SMP yaitu Rp 

900.000,- per semester dan untuk jenjang SMA/SMK yaitu Rp. 

1.200.000,- per semesternya. Selain mendapatkan bantuan mustahik 

penerima bantuan beasiswa ini juga ada kegiatan pembinaan kepada 

para penerima manfaat. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh saudara 

Alfiah menyatakan bahwa : 

“Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu 

meringankan beban, selain itu juga ada kegiatan pembinaan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan” 

Tabel 2.1 

Data mustahik penerima Bantuan Dana Zakat 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Nama Mustahiq Alamat Jenis Program 

1 Mbah Satim 
Karawangkal, Pwt 

utara 
Santunan Dhuafa 

2 Mbah Warsini Grendeng Santunan Dhuafa 

3 Pak Helly Kranji Santunan Dhuafa 

4 Pak Hergus Agus RT 4/6 Grendeng Santunan Dhuafa 

5 Mbah Naiwen Jatiwinangun Senyum Janda 

6 Bu Darem Grendeng rt ¾ Senyum Janda 

7 Mbah Kanisem Arcawinangun Senyum Janda 

8 Ibu Karsitem Grendeng, Pwt Utara Senyum Janda 

9 Mbah Narwi Grendeng Senyum Janda 

10 Pak Ghozali 
Rempoah Rt 4 Rw 6 

Baturaden 
Santunan Marbot 

11 Pak Joko 
Grendeng RT 4 RW 

7 Purwokerto Utara 
Santunan Marbot 

12 Pak Arwan Banjarsari Kulon Santunan Marbot 

13 Pak Sutarno 

Jl. Suramenggala RT 

2 RW 5, Bantarsoka 

Purwokerto Barat 

Santunan Marbot 
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14 Ibu Rusiah 
Rempoah Rt 4 Rw6 

Baturaden 
Santunan Marbot 

15 Pak Hartoyo 
Banjarsari kulon RT 

4 RW 3 Sumbang 
Santunan Marbot 

16 Pak Sarno 
Banjarsari wetan RT 

2 RW 4 
Santunan Marbot 

17 Pak Fitri 
Gunung Lurah RT6 

RW 4 Cilongok 
Santunan Marbot 

18 Alfiah 

Jl. Prodjo Tarmeja rt 

03/01 Desa Kotayasa 

Kec. Sumbang Kab. 

Banyumas 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

19 
Muhammad 

Rasyid Syamil 

Jl. Pesawahan No. 

33 rt 03/01 Kel. 

Bancarkembar Kec. 

Purwokerto Utara 

Kab. Banyumas 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

20 
Vanya Praba 

Wulandari 
Karanglewas 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

21 Saeful Akbar 

JL Suramenggala rt 

02 rw 05 Kel 

Bantarsoka  

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

22 
Muhammad Zalma 

Syafi 

jl rogojembangan rt 

2/4 bancarkembar 

pwt utara 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

23 Elia Sutanti 

Jl. Surawijaya RT 

01/ RW 08 Desa 

Karangtengah  

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

24 Raniah 

jl serayu 7 no 39B 

RT 05/02 Kel 

Sumampir Kec 

Purwokerto utara 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

25 Alma Naisya 

Jl. Kanis Batu rt 

07/06 Desa Pliken 

Kec. Kembaran Kab. 

Banyumas 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

26 
Gian Hfiz 

Rahmatullah 

Desa Dukuhwaluh 

RT 1 RW 9, Kec. 

Kembaran 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

27 Putri Arsya Yamin 

Jl Masjid Nurul 

Iman RT 1 RW 3 

Purbadana 

Beasiswa OTA 

(Orangtua Asuh) 

28 
Meida 

Wahyuningsih 

Jl Baseh Kalisalak 

RT 2/2 Ds Baseh 

Kedungbanteng 

Beasiswa BUY (Biaya 

Untuk Yatim) 

29 Jamiul Ghoni  Baseh RT 03/06 Beasiswa BUY (Biaya 
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Kedungbanteng Untuk Yatim) 

30 Aevi Safira Putri 

Jl Kyai Prayadita RT 

2 RW 3 

Karanglewas Kidul 

Beasiswa BUY (Biaya 

Untuk Yatim) 

31 Sarno 

Banjarsari Wetan RT 

3 RW 4 Kec. 

Sumbang 

Bantuan Modal Usaha 

32 Ika Putri 
Jl Kl Soegitono 

Purwokerto Selatan 
Bantuan Modal Usaha 

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 
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D. Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core 

Principle (ZCP) di LAZNAS Al-Irsyad Puwokerto. 

Good Amil Governance atau tata kelola yang baik untuk Amil 

merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat untuk 

memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji 

kepatuhan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Oleh karena itu 

agar lembaga zakat memiliki tata kelola yang baik untuk amil harus 

memiliki kriteria : 

1. Amil berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat sebesar tidak lebih 

dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang dikumpulkan. Jika bagian 

dari zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang pengoperasian 

organisasi zakat, bagian tersebut dapat dibayar dari sumber lain dengan 

persetujuan dewan syariah. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan beberapa Amil di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto : 

“Kalo cuma zakat saja tidak cukup untuk menunjang 

pengoperasian lembaga zakat, solusinya kita ada mengelola dana 

infak sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya untuk menunjang 

operasional lembaga, dan itu dikomunikasikan setiap bulan pada 

kajian yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah”(Surya Fajar 

Shidik S.Pt) 

“di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto ini kita tidak hanya 

menghimpun dana zakat tetapi ada juga infak shodaqoh, jadi ketika  

bagian dari 12,5% zakat tersebut tidak mencukupi untuk menunjang 

pengoperasian lembaga, kita biasanya menganbil dari sumber lain 

tentu saja itu sudah ada persetujuan dari DPS” (Hamid Mustofa) 

“Kalo kita cuma ngandelin dana zakat itu sangat tidak cukup, 

dana zakat kita setiap tahun Cuma sekitar 1 M jadi itu gak cukup, 

solusinya kita ambil dari sumber lainnya, kan kita juga menghimpun 

infak ujrah dan lainnya” (Uswatun Khasanah, S.Pt) 
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Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa bagian amil sebesar 

tidak lebih dari 1/8 atau 12,5% dari total zakat dihimpun, maka bagian 

tersebut diambil dari sumber lain dengan persetujuan dewan syariah. 

Hukum syariah menyebutkan amil mendapat bagian zakat 

maksimal sebesar 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Q.S 

At-Taubah ayat 60 menyebutkan bahwa zakat diberikan kepada 

delapan golongan asnaf dan Amil termasuk didalamnya. Bagian amil 

amil ini bukan sekedar gaji, hak amil juga meliputi biaya operasional 

lembaga. Selain itu hak amil zakat juga diatur dalam regulasi penting 

tentang hak amil di Indonesia diantaranya : 

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat 

b. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 Tahun 2014 tentang 

syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif 

c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 

606 Tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat 

produktif 

d. Fatwa MUI 8/2011 tentang Amil Zakat 

e. Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia 606/2020 

tentang pedoman syariah atas laporan pelaksanaan pengelolaan 

zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagmaan lainnya pada 

BAZNAS dan LAZ. 

f. Peraturan BAZNAS No 2 tahun 2006 tentang pembentukan dan 

tata kerja unit pengumpul zakat. 

2. Pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga zakat dengan 

harapan tercipta tata kelola yang baik untuk amil. Berikut hasil 

wawancara terkait pembinaan kepada lembaga zakat: 

“Biasanya kita tiap bulan ada pembinaan dari dewan 

pengawas  syariah dalam bentuk kajian forum jadi disana nanti ada 

laporan dan diskusi dan nanti diarahkan solusi-solusinya”(Surya 

Fajar Sidik S.Pt) 
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“untuk kendala kita untuk pembinaan yang rutin dilakukan tiap 

bulan itu belum tertulis jadi pembinaan lebih ke kajian dan diskusi 

belum dilaporkan sesuai dengan audit internal dan audit syariah, jadi 

masih berupa pengarahan” (Hamid Mustofa) 

“Untuk pembinaan dari Dewan Pengawas Syariah kita setiap 

bulan ada kajian didalam kajian itu kita berisi ya pembinaan untuk 

meningkatkan kinerja amil”(Uswatun Khasanah, S.Pt) 

Dewan pengawas syariah memberikan pembinaan kepada para 

amil secara rutin dengan tujuan untuk  meningkatkan kinerja amil dan 

tata kelola amil yang efektif. LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

menyelenggarakan kajian setiap bulan yang diikuti seluruh pengurus 

lembaga sebagai program pembinaan amil, dimana kegiatan tersebut 

akan berimplikasi pada peningkatan kinerja Amil. Dengan adanya 

pembinaan dari Pengawas zakat diharapkan lembaga zakat dapat 

menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga dana zakat dapat 

dikelola dengan amanah dan memberikan manfaat yang optimal bagi 

para Mustahiq. 

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan 

pengawas syariah selaku pengawas zakat telah memberikan pembinaan 

kepada lembaga zakat dengan bentuk kajian forum yang dilakukan 

setiap bulan. Namun pembinaan tersebut bentuknya belum tertulis 

masih berupa kajian dan diskusi disetiap pertemuan. 

3. Pengawas zakat melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan 

praktik tata kelola amil dalam lembaga zakat yang harus sesuai  

dengan peraturan syariah dan kepentingan sistematik. Hasil yang 

didapat dari pernyataan Amil di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

sebagai berikut : 

“Untuk evaluasi ada internal dan eksternal, untuk internal kita ada 

dari pengawas zakat dilakukan sebulan sekali, dari hasil evaluasi 

tersebut memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja 
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amil, untuk eksternal ada audit dari Kantor Akuntan Publik 

(KAP)”(Surya Fajar Sidik,S.Pt) 

“Evaluasi kita rutin ada setiap bulan dilakukan”(Hamid Mustofa) 

“Untuk evaluasi dari DPS ada kita melakukan evaluasi rutin 

setiap bulan”(Uswatun Khasana, S.Pt) 

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi dilakukan secara teratur 

memberikan penilaian terhadap kebijakan dan praktik yang ada di 

lembaga melalui pertemuan yang terjadwal secara rutin. 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto dalam evaluasi praktik tata kelola 

amil melibatkan evaluasi secara internal dan eksternal. Dalam internal 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melakukan evaluasi rutin bersama 

pengawas syariah dan seluruh pengurus lembaga untuk meningkatkan 

kinerja dan tata kelola. Dalam evaluasi eksternal LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dimana pada 

tahun 2022 LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendapatkan opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian) dimana ini merupakan yang tertinggi 

pada laporan keuangan. Opini WTP pada laporan keuangan LAZNAS 

Al-Irsyad menjadi bukti bahwa pengelolaan dana ZIS telah sesuai 

aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia. 

4. Pengawas zakat menetapkan struktur tata kelola amil dan persyaratan 

tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan 

tenaga seperti kejujuran, dapat dipercaya dan berbudi luhur. Hasil dari 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa Amil sebagai 

berikut: 

“Dalam proses rekrutmen kita ada harus melewati screening 

terkait dengan administrasi, uji kompetensi, uji kepribadian misal kita 

membutuhkan orang dibagian program penyaluran ya kita cari yang 

ekstrovert dan yang paling utama terkait dengan nilai-nilai 

islam”(Surya Fajar Sidik S.Pt) 

“untuk pengangkatan amil selama ini tidak ada keterlibatan 

pengawas zakat dalam pengangkatan amil, jadi tanggung jawab 
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tersebut dipegang oleh manajer kelembagaan tentu saja nanti akan 

melewati proses screening lalu hasil dari seleksi diserahkan kepada 

direktur dan selanjutnya akan di approve”(Hamid Mustofa) 

“Untuk pengangkatan amil pengangkatan amil kita ada Oprec 

yang tentu saja nanti melewati beberapa tahapan recrutment salah 

satunya ya itu tentang nilai-nilai Islam”(Uswatun Khasanah S.Pt) 

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa dalam pengangkatan amil LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto memiliki proses dan beberapa kriteria yang telah 

ditentukan. 

LAZNAS Al-Irsyad purwokerto  memiliki beberapa proses 

seleksi yang harus dilewati oleh calon amil yaitu kemampuan 

administrasi, uji kompetensi dan uji kepribadian serta nilai-nilai Islam. 

Namun dalam prosesnya tidak ada keterlibatan dari pengawas zakat 

dalam pengangkatan amil. Tugas tersebut diserahkan kepada manajer 

kelembagaan yang selanjutnya dtindaklanjuti oleh direktur. 

5. Pengawas zakat berwenang untuk merekomendasikan perubahan 

dalam komposisi pengurus lembaga zakat jika terbukti secara sah 

bahwa siapapun dalam pengurus tidak memenuhi tugasnya. Hasil dari 

wawancara dengan Beberapa Amil : 

“Selama ini belum pernah terjadi perubahan komposisi pengurus 

lembaga zakat. Jadi lebih ke evaluasi kemudian ditingkatkan” (Surya 

Fajar Sidik,S.Pt) 

“Saya selama disini belum pernah ada perubahan komposisi 

pengurus” (Hamid Mustofa) 

“Untuk perubahan Kepengurusan belum ada,saat ini hanya ada 

evaluasi terhadap kinerja kita” (Uswatun Khasanah, S.Pt) 

Pengawas zakat memiliki tanggungjawab untuk memantau kinerja 

dan kepatuhan pengurus lembaga terhadap aturan yang berlaku, baik 

yang berkaitan dengan hukum syariah maupun regulasi pemerintah. 

Jika pengawas zakat menemukan indikasi bahwa salah satu atau 
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beberapa pengurus lembaga tidak menjalankan tugasnya secara 

optimal, atau melakukan penyimpangan etika, pengawas zakat 

memiliki kewenangan untuk merekomendasikan perubahan komposisi 

pengurus dengan tujuan menjaga kualitas pengelolaan zakat yang 

profesional. 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum 

pernah terjadi perubahan dalam komposisi pengurus lembaga zakat 

yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

6. Pengawas zakat menjalankan rencana suksesi untuk meningkatkan 

kualitas amil melalui sertifikasi. Hasil dari wawancara dengan Bapak 

Beberapa Amil : 

  “Untuk amil yang bersertifikasi sebagian besar sudah memiliki 

hanya tiga orang yang belum memiliki, untuk kedepannya sedang 

diusahakan untuk amil yang ada disini harus memilki sertifikasi” 

(Surya Fajar Sidik , S.Pt) 

“Amil disini beberapa memang ada yang belum bersertifikasi, tapi 

kedepannya memang sedang diusahakan agar bersertifikasi kan 

sekarang memang begitu aturannya” (Hamid Mustofa) 

“ Sejak 2019 kemarin ada namanya sertifikasi amil untuk saat ini 

memang belum semuanya memiliki itu akan tetapi saat ini sedang 

diusahakan semuanya punya” (Uswatun Khasanah, S.Pt) 

Sertifikasi amil bertujuan untuk memastikan bahwa amil memiliki 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesional dalam mengelola 

zakat. BAZNAS menerbitkan peraturan BAZNAS No. 2 tahun 2018 

tentang sertifikasi profesi Amil zakat. Peraturan ini mengacu pada UU 

No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU No. 23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat, PP No. 23 tahun 2004 tentang Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kompetensi bagi seorang Amil 

zakat harus dibuktikan dengan sertifikasi Amil zakat sebagai bukti 

pengakuan bahwa telah dinyatakan  memiliki kompetensi profesi 
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dalam bidang pengelolaan zakat yang diperoleh dai Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP). 

 Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa untuk meningkatkan 

kualitas amil LAZNAS Al-Irsyad berupaya untuk menetapkan seluruh 

amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sudah memiliki 

sertifikasi. 

Setelah melakukan pengamatan hasil wawancara dan observasi, 

peneliti menemukan bahwa tata kelola amil yang diterapkan berdasarkan 

pedoman Zakat Core Principle sebagian besar sudah diterapkan namun 

ada beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan. Untuk mempermudah 

pemahaman mengenai hasil yang didapatkan dilapangan, peneliti 

menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan indikator (kriteria inti 

dan tambahan) Zakat Core Principle pada tata kelola amil sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator ZCP pada tata keloa amil 

No Kriteria Sesuai  Tidak 

Sesuai 

Belum 

ada 

1. Peraturan syariah     

2. Pembinaan oleh pengawas 

zakat 

    

3. Evaluasi kebijakan dan praktik 

tata kelola 

    

4. Struktur dan ketentuan tata 

kelola 

    

5. Rekomendasi perubahan 

komposisi 

    

6. Rencana suksesi dan 

sertifikasi Amil 

    

 Sumber : Hasil wawancara diolah 

E. Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement 

Management dalam menghitung efektivitas pendistribusian zakat di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto. 

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh 

setiap Muslim/Muslimah yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan 

syariat islam. Selain menjadi kewajiban, zakat juga dikategorikan perkara 

yang harus diketahui setiap muslim (al-ma’lun min ad-Din bidh-Darurah). 
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Maksudnya setiap Muslim tanpa terkecuali harus tau tentang kewajiban ini 

dan tidak ada alasan mengingkari karena ketidaktahuannya tentang 

kewajiban zakat. Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, ia telah 

mengingkari rukun islam. Sama halnya mengingkari rukun islam yang 

lain, seperti shalat dan puasa (Sahroni, 2018). 

Status hukum tersebut sesuai dengan tujuan zakat yaitu memenuhi 

kebutuhan mustahik, jenis kebutuhan mendasar yang diberikan adalah 

kebutuhan yang wajib dan darurat, seperti makan sehari-hari, tempat 

tinggal,modal usaha agar mereka berdaya, dan pendidikan. Semua itu 

termasuk dalam kategori kebutuhan wajib dan primer (dharuriyat). 

Untuk mengoptimalkan tujuan zakat sebagai pemenuhan 

kebutuhan mustahik maka perlu adanya pengelolaan zakat yang baik. 

Untuk menciptakan hal tersebut maka harus adanya sebuah standar 

pengelolaan, pada penelitian ini standar yang dimaksud adalah Zakat Core 

Principle (ZCP). 

Selanjutnya, guna mengetahui penerapan ZCP pada LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto pada objek pendistribusiannya, maka digunakanlah 

ZCP poin ke 10 Disbursement Management sebagai pendekatan untuk 

melihat efektivitas pendistribusian zakat perlu dilihat beberapa hal, yaitu : 

Pertama, dari laporan keuangan yang diperoleh dari LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto pada tahun 2021-2023 jumlah dari penghimpunan dan 

pendistribusian dana zakat adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Data penghimpunan dan penyaluran dana zakat di  

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Tahun Penghimpunan Penyaluran 

1. 2021 Rp. 771.811.459 Rp. 635.881.979 

2. 2022 Rp. 1.074.359.027 Rp. 1.077.692.718 

3. 2023 Rp  974.255.205  Rp  907.003.501  

 Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Pada tabel di atas terlihat penghimpunan zakat pada tahun 2021 – 

2022 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya.namun pada tahun 

2022-2023 mengalami penurunan di tahun 2023. Berikut perhitungan rasio 
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perbandingan antara penghimpunan dan pendistribusian zakat di LAZNAS 

Al-Irsyad Purwokerto menggunakan rumus DCR (Disbursement 

Collection to Rasio), yakni : 

1. Tahun 2021 

𝐷𝐶𝑅 =
Total dana tersalurkan

total dana dihimpun
 x100% 

          =
Rp.635.881.979

Rp,771.811459
 x100% = 82,38%= 82% 

2. Tahun 2022 

𝐷𝐶𝑅 =
Total dana tersalurkan

total dana dihimpun
 x100% 

          =
RP.1.077.692.718

Rp.1.074.359.027
 x100% = 100,31%= 100% 

3. Tahun 2023 

𝐷𝐶𝑅 =
Total dana tersalurkan

total dana dihimpun
 x100% 

          =
Rp.907.003.501 

Rp  974.255.205 
 x100% = = 90,097%= 90% 

Kedua, waktu pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto, ada 4 program besar pendistribusian zakat yaitu program 

Dakwah, Program sosial kemanusiaan,program pendidikan dan program 

kesehatan. Dari program tersebut ada 2 sifat yaitu program konsumtif dan 

program produktif. 

Tabel 2.4 

Kecepatan Waktu Distribusi program zakat 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Nama Program Sifat Waktu penyaluran 

1. Program Dakwah 

(Pendidikan guru TPQ) 

Produktif 7 Bulan 

2. Program Sosial 

Kemanusiaan (santunan 

dhuafa, senyum janda, 

santunan marbot) 

Konsumtif 1 Bulan 

3. Program pendidikan 

(beasiwa OTA/BUY) 

Produktif 6 Bulan 

4. Bidang Ekonomi 

(Bantuan usaha) 

Produktif 1 Bulan 
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Pada Penelitian ini untuk mengetahui impelemntasi Zakat Core 

Principle (ZCP) Poin 10 Disbursement Management pada pendistribusian 

zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto ada dua indikator utama yaitu : 

1. Disbursement Collection Ratio (DCR) 

Rasio DCR menghitung perbandingan antara jumlah dana zakat 

yang di distribusikan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Adapun 

perhitungan DCR secara rinci dalam bentuk tabel berikaut : 

Tabel 2.5 

Hasil Disbursement Collection Ratio (DCR) dana zakat 

Di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

 

Tahun Penghimpunan 
Pendistribusia

n 
persen 

Keterangan 

berdasarkan 

DCR 

2021 
Rp. 

771.811.459 

Rp. 

635.881.979 
82% Efektif 

2022 
Rp. 

1.074.359.027 

Rp. 

1.077.692.718 
100% 

Sangat 

Efektif 

2023 
Rp  

974.255.205 

Rp  

907.003.501 
90% 

Sangat 

Efektif 

Rata-rata 90% 
Sangat 

Efektif 

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR pada tahun 

2021 adalah efektif lalu pada tahun 2022 dan 2023 adalah sangat efektif, 

dimana rata rata rasio DCR pada 3 tahun terakhir dinyatakan sangat 

efektif. Rasio DCR dinyatakan dalam Jumlah rasio ditampilkan dalam 

lima kategori presentase: lebih dari 90% (sangat efektif), 70-89% (efektif), 

50-69% (cukup efektif), 20-49% (kurang efektif), dan <20% (sangat 

kurang). Perhitungan ini sangat penting sebagai indikator kinerja distribusi 

zakat pada lembaga. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendistribusian dana zakat di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto berada pada 

kategori sangat efektif. Dilihat dari rata rata rasio DCR 3 tahun terakhir 

mulai dari tahun 2021 hingga 2023 yang menunjukan rasio diangka 90% 

dan dinyatakan sangat efektif. Hal ini memberikan arti bahwa LAZNAS 
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Al-Irsyad Purwokerto sudah mengimplementasikan Zakat Core Principle 

(ZCP) poin 10 Disbursement Management dengan baik dilihat dari rasio 

DCR. 

2. Kecepatan Distibusi 

Perhitungan yang kedua adalah kecepatan waktu distribusi. 

Kecepatan distribusi yang di ukur adalah program pendistribusian yang 

menggunakan dana zakat. Dalam kecepatan distribusi dana zakat dibagi 

menjadi dua yaitu program yang bersifat konsumtif dan program yang 

bersifat produktif. Dalam kegiatan pendistribusian pada setiap program di 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto tidak semuanya menggunakan dana zakat, 

beberapa asnaf yang pentasarufannya diberikan menggunakan dana zakat 

yaitu fakir (pada program senyum janda, santunan dhuafa), dan fisabilillah 

(pada program PGTPQ, santunan marbot, dan beasiswa OTA/BUY) ketika 

bagian tersebut tidak mencukupi maka akan dibantu dengan adanya 

penghimpunan dana infaq sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya. 

Berikut hasil pengukuran kecepatan distribusi khusus pada 

penggunaan dana zakat, yaitu : 

a. Kecepatan distribusi program konsumtif 

Kecepatan distribusi program konsumtif dikategorikan 

diantaranya : <3 bulan (Cepat), 3-6 bulan (Bagus), 6-9 bulan 

(Adil), 9-12 bulan (Lambat), >12 Bulan (sangat lambat). Adapun 

pengukuran secara rinci disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2.6 

Hasil Kecepatan distribusi program konsumtif 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Nama Program Waktu Keterangan 

1. Program sosial 

kemanusiaan 

(Santunan Dhuafa) 

1 bulan Cepat 

2. Program sosial 

kemanusiaan 

(Senyum Janda) 

1 bulan Cepat 

3. Program sosial 1 Bulan Cepat 
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kemanusiaan 

(Santunan Marbot) 

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Pada Program Santunan Dhuafa Dilakukan setiap satu 

bulan sekali. Ini menunjukan bahwa LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada program santunan 

dhuafa dengan cepat. Pada program senyum janda juga dilakukan 

setiap satu bulan menunjukan cepat. Program santunan marbot juga 

dilakukan satu bula sekali menunjukan distribusi pada program 

tersebut termasuk cepat. Jika disimpulkan untuk program 

konsumtif yang ada di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

menunjukan kategori cepat karena distribusi untuk setiap 

programnya dilakukan satu bulan sekali. 

b. Kecepatan waktu distribusi program produktif 

Kecepatan waktu distributif program produktif berdasarkan 

Zakat Core Principle dinyatakan sebagai : <6 bulan (Cepat), 6-12 

bulan (bagus), >12 Bulan (Adil). 

 

Tabel 2.7 

Kecepatan distribusi program Produktif 

LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

No Nama Program Waktu Keterangan 

1. Program Dakwah 

(Pendidikan Guru 

TPQ) 

7 bulan Baik 

2. Program pendidikan 

(Beasiswa 

OTA/BUY) 

6 bulan Cepat 

Sumber : LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

Pada distribusi program produktif di LAZNAS Al-Irsyad 

Menunjukan pada program pendidikan guru TPQ dimana 

penyaluran program tersebut dilakukan 7 bulan selama program 

tersebut berjalan hingga yang menunjukan kecepatan distribusi 

berada pada kategori baik. Selanjutnya pada program beasiswa 
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OTA/BUY distribusi dana zakat dilakukan setiap satu semester 

atau 6 bulan sekali menunjukan distribusi dana zakat program 

tersebut termasuk kategori cepat.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan ZCP pada indikator 

kecepatan distribusi di kategorikan cepat pada program konsumtif dan 

pada program produktif dikategorikan baik dan cepat. 

Berdasarkan  penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 

zakat core principle (ZCP) pada tata kelola dan efektivitas pendistribusian zakat 

di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai 

standar profesionalisme pengelolaan zakat berdasarkan Zakat Core Principle 

(ZCP). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada 

penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Tata kelola zakat yang baik berkaitan dengan dimensi good 

governance, indikator yang digunakan dalam menganalisis good 

governance meliputi :  

a. Transparacy (keterbukaan) yang dilakukan LAZNAS Al-irsyad 

Purwokerto adalah Segala informasi terkait pengelolaan zakat 

berupa laporan aktivitas pelaksanaan program dan laporan 

keuangan dana terhimpun dan tersalurkan dalam berbagai macam 

kegiatan program yang dilaksanakan LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto dapat diakses dengan mudah oleh stakeholder dan 

masyarakat umum melalui layanan media diatas. 

b.  Accountanbility (dapat di pertanggungjawabkan), Selain 

mempertanggungjawabkan setiap kegiatan pengelolaan, LAZNAS 

Al-Irsyad Purwokerto juga melaporkan keuangan dalam kurun 

harian bulanan dan tahunan yang dilakukan dengan cara yang tepat 

dan benar. 

c.  Responbility (pertanggungjawaban) LAZNAS Al-Irsyad 

purwokerto melakukan pertanggungjawaban dengan bentuk 

pertanggungjawaban yang dilakukan kepada muzakki adalah 

berupa laporan- laporan, transparansi data data serta laporan 

keuangan yang dapat daikses oleh masyarakat umum. Sedangkan 

bentuk pertanggungjawaban kepada mustahik yaitu menyalurkan 

zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-

undangan yang ada 

d.  Independency (kemandirian) yang diterapkan LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto dalam melaksanakan prinsip kemandirian meskipun 

secara hukum LAZ merupakan lembaga sosial yang didirikan 
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melalui kewenangan pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara mandiri dan terbebas dari intervensi ataupun 

kepentingan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan dasar hukum 

yang ada. Akan tetapi kebijakan dari pemerintah juga berpengaruh 

terhadap kinerja lembaga zakat. 

e. fairness (keadilan) pentasarufan bantuan dari LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto sudah cukup adil dan berupaya untuk mentasarufkan 

bantuan kepada yang benar-benar layak menerimanya dan secara 

tepat sasaran. Sedangkan prinsip keadilan yang diberikan kepada 

muzakki yaitu dalam bentuk kemudahan sistem pembayaran. 

2. Dana yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat, infaq dan 

Shodaqoh (ZIS). Dimana dana yang dihimpun tersebut selanjutnya 

akan di salurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat 

yaitu Mustahiq. Dalam pendistribusiannya LAZNAS Al-Irsyad 

menyalurkan dana kepada 8 golongan mustahik sesuai dengan syariat 

islam. Selanjutnya dana yang telah terhimpun di distribusikan melalui 

empat program pendistribusian yaitu ; program dakwah, program 

sosial kemanusiaan, program pendidikan dan program kesehatan.  

3. Tata kelola amil yang diterapkan berdasarkan pedoman Zakat Core 

Principle pada poin 8 yaitu Good Amil Governance sebagian besar 

sudah diterapkan namun ada beberapa kriteria yang perlu ditingkatkan. 

4. Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) poin 10 Disbursement 

Management pada pendistribusian zakat di LAZNAS Al-Irsyad 
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Purwokerto sudah diterapkan dengan baik, dimana untuk mengukur 

efektivitas pendistribusian ada dua indikator utama yaitu ; 

Disbursement Collection Ratio (DCR) dan kecepatan waktu 

pendistribusian. Rata rata DCR pada tiga tahun terakhir menunjukan 

DCR pada angka 90% hal ini berarti LAZNAS Al-Irsyad purwokerto 

dalam hal rasio pendistribusian dikatan sangat efektif. Kecepatan 

distribusi pada kategori konsumtif menunjukan bahwa LAZNAS Al-

Irsyad Purwokerto mendistribusikan dana zakat pada dengan cepat. 

Pada distribusi program produktif di LAZNAS Al-Irsyad Menunjukan 

menunjukan kecepatan distribusi berada pada kategori baik dan cepat 

B. Saran 

Adapun beberapa hal yang disarankan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Lembaga 

Untuk LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto, sudah baik dalam 

melaksanakan pendistribusian akan tetapi lebih baik ditingkatkan lagi 

dalam penghimpunannya agar pendistribusian lebih meningkat dan 

maksimal 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan ZCP. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

menganalisis ZCP secara lebih luas tidak hanya pada satu prinsip saja. 

3. Bagi Pembaca pada umumnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam menambah 

pengetahuan dalam dunia filantropi khususnya terkait zakat. 

  



85 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aditama, R. A. (2020). Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi. AE 

Publishing. 

Alam, A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. Jurnal 

Manajemen, 9(2), 128. https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533 

Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah 

Zakat. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 13. 

https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642 

Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada 

Badan Amil Zakat Nasional. Al Maal: Journal of Islamic Economics and 

Banking, 1(2), 164. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878 

Baihaqi, J., & Ulfa, S. (2022). Implementation of Good Governance for Zakat 

Management (Case Study at Baznas Kudus Regency). Wiga : Jurnal 

Penelitian Ilmu Ekonomi, 12(4), 352–359. 

https://doi.org/10.30741/wiga.v12i4.870 

BAZNAS, & BI. (2016). Core Principles for Effective Zakat Supervision 

(Consultative Document). 

BI, & P3EI-FE UII. (2016). Pengelolaan zakat yang efektif: Konsep dan praktik 

dibeberapa negara. Departemen ekonomi dan keuangan syariah - Bank 

Indonesia. 

Hadi, R., & Thuba, A. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis 

Syariah, 1(2), 145–168. https://doi.org/10.24090/mabsya.v1i2.3462 

Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi Permasalahan 

Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi tentang Implementasi 

Zakat Core Principles. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan 

Syariah, 10(1), 40. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.40-56 

Hardani, Aulia, N., Andriani, H., Fardani, R., Ustiawaty, J., Utami, E., Sukmana, 

D., & Istiqomah, R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. 

CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 

Hasibuan, I. M., & Juliati Nasution, Y. S. (2024). Konsep Good Governance 

Lembaga Pengelola Zakat. AKTIVA: Journal Of Accountancy and 

Management, 2(2), 118–130. https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190 

Kementrian Agama RI. (2013). Panduan zakat praktis. 

Kementrian Agama RI. (2015). Panduan Organisasi Pengelola Zakat. 

Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance 

berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada 

LAZ Nurul Hayat, Surakarta. Al Tijarah, 6(2), 154. 

https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500 

Mubtadi, N. A. (2022). ANALISIS TATA KELOLA ZAKAT SERTA 

DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN ZAKAT. 

Media Mahardhika, 21(1), 128–141. 

https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i1.512 

Nawawi, I. (2010). Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. Putra 

Media Nusantara. 



86 
 

 
 

Permana, A., & Baehaqi, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil 

Zakat Dengan Prinsip Good Governance. 

Rindjani, S. F., & Hadi, R. (2022). The Utilization Optimizing of Productive 

Zakat inImplementation Sustainable Development Goals to Improve 

Mustahik’s Welfare. Social Science Studies, 2(5), 368–386. 

https://doi.org/10.47153/sss25.4282022 

Safinal, S., & Riyaldi, M. H. (2021). IMPLEMENTASI ZAKAT CORE 

PRINCIPLES DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAITUL MAL 

KOTA BANDA ACEH. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 37. 

https://doi.org/10.32507/ajei.v12i1.950 

Sahroni, O. (2018). Fikih zakat kontemporer (Edisi 1, Cetakan ke-2). Rajawali 

Pers. 

Sugiyono, Prof. Dr. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D. 

Alfabeta, cv. 

suhairi,  zulfa, Fitriyah, N., & Isnawati. (2022). Analisis Implementasi Good Amil 

Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat 

Nasional. 11(1), 69–17. https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77 

Susilowati, D., Setyorini, C. T., & Universitas Jendral Sudirman. (2018). 

EFEKTIVITAS TATA KELOLA DANA ZAKAT. Jurnal Akuntansi 

Multiparadigma, 9(2). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021 

Wijayati, F. L. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat 

Institution. Journal of Business Management Review, 2(2), 107–135. 

https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021 

Yulianti, T. R. (2016). Good corporate governance di lembaga zakat (Cetakan I). 

Kaukaba. 

Yuliasih, A., Juliana, J., & Rosida, R. (2021). ZAKAT CORE PRINCIPLE (ZCP) 

POIN 10 DISBURSEMENT MANAGEMENT DALAM MENGUKUR 

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM 

KERJA BAZNAS. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 8(1), 

116. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp116-126 

 
  



 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Pedoman wawancara 

A. Pedoman wawancara divisi pentasarufan 

1. Dana apa saja yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto? 

2. Kepada siapakah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

mendistribusikan dananya? 

3. Apa saja program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto? 

4. Bagaimana mustahiq dapat menerima dana zakat yang akan 

disalurkan? 

5. Dalam pendistribusian dana zakat bagaimana tahapannya? 

6. Berapa lama distribusi dana zakat baik dari kategori konsumtif 

maupun produktif? 

B. Pedoman wawancara Mustahiq 

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad 

Purwokerto? 

C. Pedoman wawancara manager kelembagaan 

1. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

transparansi dalam pengelolaan zakat? 

2. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

akuntanbilitas dalam pengelolaan zakat ? 

3. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

responbilitas dalam mengelola zakat ? 

4. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip 

kemandirian dalam pengelolaan zakat ? 

5. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip 

keadilan dan kesetaraan  dalam pengelolaan zakat ? 

D. Pedoman wawancara Amil di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 



 
 

 
 

1. Peraturan Syariah  

a. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup 

untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana 

solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat? 

2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat 

a. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga 

zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil? 

b. Apakah ada tantangan atau kendala dalam menerima pembinaan dari 

pengawas zakat? 

3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil 

a. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda? 

b. Apakah hasil evaluasi tersebut memberikan dampak yang signifikan 

dalam meningkatkan kinerja amil? 

4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil 

a. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah 

ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil? 

b. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau 

memberikan rekomendasi khusus? 

5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus 

a. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat 

berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi 

latar belakang dari perubahan tersebut? 

6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil 

a. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki 

kompetensi sertikasi amil? 

b. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk 

meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi? 

D. Pedoman wawancara muzakki 

1. Menurut bapak apakah sistep pembayaran zakat di Laznas Al-Irsyad sudah 

terasa adil bagi semua donatur? 



 
 

 
 

2. Apakah laznas al-irsyad purwokerto sudah melakukan transparansi kepada 

muzakki? 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara 

Nama    : Hamid Mustofa 

Jabatan  : Koordinator divisi Program 

Hari/tanggal  : 1 Juli 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Dana apa saja yang dihimpun oleh LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? 

Jawab : “Untuk dana yang kita himpun di LAZNAS Al-Irsyad yaitu zakat 

infaq dan sedekah. Untuk infaq terbagi lagi ada infaq terikat dan infaq 

tidak terikat.” 

2. Kepada siapakah LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mendistribusikan 

dananya? 

Jawab : “Dana zakat yang dihimpun kemudian akan di salurkan kepada 

mustahik sesuai syariat islam, dimana dalam Q.S At-Taubah ayat 60 

dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, 

muallaf, riqob, gharimin, ibnu sabil dan fisabilillah. Namun dalam 

pemberian bantuan zakat pada saat ini tidak semua golongan mustahik itu 

ada, Contohnya Riqhab atau budak.” 

3. Apa saja program pendistribusian di LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? 

Jawab : “Di LAZNAS Al-Irsyad memiliki 4 program pendistribusian yaitu 

program Dakwah, Program Sosial kemanusiaan, program pendidikan dan 

program kesehatan, dimana tiap program besar tersebut dibagi lagi 

menjadi beberapa program pada program dakwah ada program pendidikan 

guru TPQ, DAYAMAS/Dai pemberdaya masyarakat, lalu di program 

sosial kemanusiaan ada yatim gemilang senyum janda dan bedah rumah, 

di program bendidikan ada beasiwa OTA dan BUY, untuk program 

kesehatan kita ada Klinik Mafaza”. 

4. Bagaimana mustahiq dapat menerima dana zakat yang akan disalurkan? 



 
 

 
 

Jawab : ”Ada dua cara mustahik dapat menerima bantuan dana, yang 

pertama kita mencari mustahik, kita memiliki data calon mustahik yang 

nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah calon mustahik tersebut 

berhak menerima bantuan dana atau tidak, yang kedua datang langsung ke 

kantor untuk melakukan pengajuan bantuan atau mengisi form pengajuan 

bantuan secara online melalui from yang tersedia di website kita,  yang 

nantinya juga akan melalui proses survey. Untuk program yang sifatnya 

produktif seperti bantuan usaha calon mustahik haruslah sudah berdaya 

dalam artian calon mustahik tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan 

sehari hari, karena ketika program yang sifatnya produktif diberikan 

kepada calon mustahik yang masih kekurangan dalam hal konsumtif di 

khawatirkan bantuan tersebut malah digunakan untuk kebutuhan sehari-

harinya. Dan untuk perogram yang sifatnya produktif kita ada pembinaan 

dan monitoring evaluasi. 

5. Dalam pendistribusian dana zakat bagaimana tahapannya? 

Jawab : “Pada program pendistribusian tidak semua program 

menggunakan dana zakat ada yang menggunakan dana infaq, beberapa 

program yang menggunakan dana zakat yaitu PGTPQ, waktu penyaluran 

program PGTPQ itu selama program berjalan biasanya dimulai 

juli/agustus, dan wisuda maret/april atau selama 7 bulan, Program senyum 

janda santunan dhuafa, marbot disalurkan setiap bulan rutin di minggu 

kedua, lalu ada program beasiswa OTA (Orangtua Asuh) dan Beasiswa 

BUY (Biaya Untuk Yatim) itu disalurkan satu semester sekali dan ada 

bantuan usaha disalurkan sekali saja”. 

  



 
 

 
 

Hasil Wawancara 

Nama    : Ibu Kanisem 

Jabatan  : Mustahiq 

Hari/tanggal  : 2 Juli 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? 

Jawab : “Biasanya tim penyaluran akan menanyakan apa yang dibutuhkan, 

seperti waktu saya sulit mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari-

hari, kemudian pihak LAZNAS meringankan dengan memberi sumur bor” 

  



 
 

 
 

Hasil Wawancara 

Nama    : bapak sarno 

Jabatan  : Mustahiq 

Hari/tanggal  : 2 Desember 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? 

Jawab : “Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu saya dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari” 

  



 
 

 
 

Hasil Wawancara 

Nama    : Alfiah 

Jabatan  : Mustahiq 

Hari/tanggal  : 2 Desember 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerimaan dana zakat dari LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto? 

Jawab : “Bantuan yang diberikan Laznas sangat membantu meringankan 

beban, selain itu juga ada kegiatan pembinaan untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan” 

 

 

  



 
 

 
 

Hasil Wawancara 

Nama    : Surya Fajar Shidiq, S.Pt., 

Jabatan  : manajer kelembagaan 

Hari/tanggal  : 15 Oktober 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

transparansi dalam pengelolaan zakat? 

Jawab : ”Untuk keperluan transparansi pertama di internal menyangkut 

divisi kelembagaan yaitu semua terkait laporan keuangan ada di dashboard 

dan bisa diakses oleh semua lini menurut saya untuk di internal sudah 

transparan semua orang bisa tau kondisi keuangan di LAZNAS Al-

Irsyad,kemudian untuk eksternal yaitu laporan laporan kegiatan kinerja 

kita publikasikan melalui media sosial, lewat website yang bisa diakses 

serta nomer wa yang menerima kritik saran dan masukan” 

2. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

akuntanbilitas dalam pengelolaan zakat ? 

Jawab : “Untuk prinsip akuntanbilitas kita ada breakdown kegiatan harian 

dan bulanan,dari kegiatan bulanan di breakdown oleh teman teman 

manajer disini peran dari akuntanbilitas jadi teman-teman dari tiap divisi 

tau kenapa dikasih tugas itu tujuannya agar target bulanan tercapai sesuai 

dengan RKT itulah skema kita dalam melaksanakan akuntanbilitas, 

selanjutnya akuntanbilitas dan transparansi itu memiliki kemiripan, kita 

tiap hari kebutuhan internal itu di closing jadi tahu bahwasanya hari ini 

dapat berapa, menyalurkan berapa, dan yang perlu kita garis bawahi, 

prinsip catatan keuangan di kita yang untuk kebutuhan maslahat terutama 

para donatur lebih paham tentang prinsip keuangan berbasis cash flow, 

sedangkan ketentuan satuan akuntansi syariah PSAK 409 harusnya akrual, 

jadi kita sedang proses kesana untuk membuat laporan bulanan, sekarang 

laporan bulanan masih berpatokan dengan cash basis, kemudian aturan 



 
 

 
 

kita dalam menerima donasi juga masih sama yaitu masih acuannya cash 

basis kita bicara akuntanbilitas, jadi penerimaan yang diterima baru kita 

catat kalo sebatas komitmen tidak kita catat jadi itu ruang lingkupnya 

disana, namun untuk penyaluran atau pengeluarannya kita prinsip 

pencatatannya pakai akrual jadi berbeda tidak dipukul rata sama, jadi tiap 

hari bisa dimonitor saldo kita berapa” 

 

3. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto mewujudkan prinsip 

responbilitas dalam mengelola zakat ? 

Jawab : “Terkait dengan itu kita prinsipnya bahwasanya zakat itu 

disalurkan untuk asnaf sesuai dengan ketentuan syariah dan kita laporkan 

kepada donatur secara berkala hal ini berhubungan dengan prinsip 

transparansi.” 

4. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip 

kemandirian dalam pengelolaan zakat ? 

Jawab : “Gak ada kepentingan pihak tertentu karena ada komitmen dari 

para pengurus dan pakta integritas bahwasanya dalam pengambilan 

keputusan tidak ada intervensi atau pengaruh dari pihak lain, jadi kami 

dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan job dan RKT 

jadi benar-benar terealisasi dan terarah” 

5. Bagaimana LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto melaksanakan prinsip 

keadilan dan kesetaraan  dalam pengelolaan zakat ? 

Jawab : “Kita ada SOP terkait kriteria penerima manfaat nanti diliat lagi 

sesuai dengan putusan dewan syariah porsi untuk penyaluran dana zakat 

itu berapa, jadi peran dewan syariah memberikan raw bahwasanya dana 

zakat kita disalurkan sesuai porsinya sesusai putusan dewan syariah, jadi 

prinsip kita itu untuk penyaluran ketika ada saldo dan sudah dia acc 

melalui banyak instrumen sudah diajukan berkasnya lengkap sudah di 

survey sudah di acc direktur/wakil direktur sesuai dengan skalanya 

masing-masing pasti akan tercairkan” 



 
 

 
 

Pertanyaan terkait Good Amil Governance berdasarkan zakat core Principle 

1. Peraturan Syariah  

a. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup 

untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana 

solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat? 

Jawab : “Kalo cuma zakat saja tidak cukup untuk menunjang 

pengoperasian lembaga zakat, solusinya kita ada mengelola dana infak 

sodakoh dan dana sosial keagamaan lainnya untuk menunjang 

operasional lembaga, dan itu dikomunikasikan setiap bulan pada kajian 

yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah” 

2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat 

c. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga 

zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil? 

Jawab : “Biasanya kita tiap bulan ada pembinaan dari dewan pengawas  

syariah dalam bentuk kajian forum jadi disana nanti ada laporan dan 

diskusi dan nanti diarahkan solusi-solusinya” 

3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil 

c. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda? 

Jawab : “Untuk evaluasi ada internal dan eksternal, untuk internal kita 

ada dari pengawas zakat dilakukan sebulan sekali, dari hasil evaluasi 

tersebut memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kinerja 

amil, untuk eksternal ada audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP)” 

4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil 

c. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah 

ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil? 

d. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau 

memberikan rekomendasi khusus? 

Jawab : berikut: 



 
 

 
 

“Dalam proses rekrutmen kita ada harus melewati screening terkait 

dengan administrasi, uji kompetensi, uji kepribadian misal kita 

membutuhkan orang dibagian program penyaluran ya kita cari yang 

ekstrovert dan yang paling utama terkait dengan nilai-nilai islam” 

5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus 

b. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat 

berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi 

latar belakang dari perubahan tersebut? 

Jawab : “Selama ini belum pernah terjadi perubahan komposisi 

pengurus lembaga zakat. Jadi lebih ke evaluasi kemudian 

ditingkatkan” 

6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil 

c. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki 

kompetensi sertikasi amil? 

d. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk 

meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi? 

Jawab : “Untuk amil yang bersertifikasi sebagian besar sudah memiliki 

hanya tiga orang yang belum memiliki, untuk kedepannya sedang 

diusahakan untuk amil yang ada disini harus memilki sertifikasi” 



 
 

 
 

Hasil Wawancara 

Nama    : Uswatun Khasanah S. Pt., 

Jabatan  : divisi pentasarufan 

Hari/tanggal  : 15 Oktober 2024 

Daftar pertanyaan yang diajukan yaitu sebagai berikut : 

1. Peraturan Syariah  

b. Apakah bagian zakat sebesar maksimal 12,5% untuk amil sudah cukup 

untuk menunjang operasional lembaga zakat? Jika tidak, bagaimana 

solusi yang biasanya diambil oleh lembaga zakat? 

Jawab : “Kalo kita cuma ngandelin dana zakat itu sangat tidak cukup, 

dana zakat kita setiap tahun Cuma sekitar 1 M jadi itu gak cukup, 

solusinya kita ambil dari sumber lainnya, kan kita juga menghimpun 

infak ujrah dan lainnya” 

2. Pembinaan oleh Pengawas Zakat 

d. Bagaimana pengawas zakat memberikan pembinaan kepada lembaga 

zakat dalam menerapkan tata kelola yang baik bagi amil? 

Jawab : “Untuk pembinaan dari Dewan Pengawas Syariah kita setiap 

bulan ada kajian didalam kajian itu kita berisi ya pembinaan untuk 

meningkatkan kinerja amil” 

3. Evaluasi Kebijakan dan Praktik Tata Kelola Amil 

d. Seberapa sering pengawas zakat melakukan evaluasi terhadap 

kebijakan dan praktik tata kelola amil di lembaga zakat Anda? 

Jawab : “Untuk evaluasi dari DPS ada kita melakukan evaluasi rutin 

setiap bulan” 

4. Struktur dan Ketentuan Tata Kelola Amil 

e. Bagaimana proses pengangkatan amil di lembaga zakat Anda? Apakah 

ada syarat khusus terkait kejujuran, integritas, atau pengetahuan amil? 

f. Apakah pengawas zakat terlibat dalam penunjukan amil atau 

memberikan rekomendasi khusus? 



 
 

 
 

Jawab : “Untuk pengangkatan amil pengangkatan amil kita ada Oprec 

yang tentu saja nanti melewati beberapa tahapan recrutment salah 

satunya ya itu tentang nilai-nilai Islam” 

5. Rekomendasi Perubahan Komposisi Pengurus 

c. Pernahkah terjadi perubahan komposisi pengurus lembaga zakat 

berdasarkan rekomendasi pengawas zakat? Jika ya, apa yang menjadi 

latar belakang dari perubahan tersebut? 

Jawab : “Untuk perubahan Kepengurusan belum ada,saat ini hanya ada 

evaluasi terhadap kinerja kita” 

6. Rencana Suksesi dan Sertifikasi Amil 

e. Apakah amil yang ada di LAZNAS Al-Irsyad sudah memiliki 

kompetensi sertikasi amil? 

f. Apakah LAZNAS Al-Irsyad memiliki rencana suksesi untuk 

meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi? 

Jawab : “ Sejak 2019 kemarin ada namanya sertifikasi amil untuk saat 

ini memang belum semuanya memiliki itu akan tetapi saat ini sedang 

diusahakan semuanya punya” 



 
 

 
 

Lampiran 3 Surat Ketrangan Penelitian 

  



 
 

 
 

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian 

DOKUMENTASI 

 

Kantor LAZNAS Al-Irsyad Purwokerto 

 

Wawancara dengan bapak hamid mustofa selaku manajer divisi program 

 



 
 

 
 

 

 

Wawancara dengan Ibu Uswatun Khasanah S. Pt selaku staff divisi pentasarufan 

 

 



 
 

 
 

 

Kegiatan pentasarufan 

 

 

Penyaluran program beasiwa OTA/BUY 



 
 

 
 

 

 

Pentasarufan program senyum janda 



 
 

 
 

 

Wawancara mustahik 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 5 Laporan Keuangan 
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5. Nama Orang tua 

Nama Ayah   : Darto 

Nama Ibu   : Baetuniah 

B. Riwayat Pendidikan 

1. TK    : RA Diponegoro 154 Pekuncen 

2. SD/MI   : SD N 1 Pekuncen 

3. SMP   : SMP Diponegoro 10 Pekuncen 

4. SMA/SMK  : SMK Ma’arif NU 1 Ajibarang 

5. S.1    : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  

Purwokerto 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Divisi Fundraising Komunitas Pondok Zakat Wakaf 

2. Staff Administrasi dan keuangan divisi Bola Voli UKM Olahraga UIN 

SAIZU 

3. Sekretaris Umum UKM Olahraga UIN SAIZU 
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